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MUKADDIMAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaan dan kedaulatannya untuk dapat menentukan masa depannya sendiri, dan didalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu, menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia untuk memajukan negara bangsa.

Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, yang sadar akan hak dan kewajibannya, tugas dan tanggungjawabnya untuk memajukan negara dan bangsa, guna mencapai masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, secara langsung memiliki tanggungjawab bersama untuk meningkatkan sikap berusaha secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dalam memasuki millennium ke-3 yang ditandai dengan nilai-nilai keterbukaan dan persaingan bebas, dapat mempertahankan ketangguhan usahanya, memperkokoh persatuan dan kesatuan diantara para pengusaha pada umumnya, dan diantara para pelaku usaha jasa konstruksi khususnya, dalam melakukan pekerjaannya secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pertimbangan demikian, menjadi landasan pemikiran, landasan moral dan landasan sikap kami para pengusaha jasa konstruksi, yang niat tulus dan ikhlas, secara bersama-sama menyatakan bersatu dan berhimpun dalam satu wadah organisasi perusahaan sejenis, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :
BAB I
NAMA. TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU

PASAL I

NAMA
Organisasi ini bernama Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia di singkat ASPEKINDO.

PASAL 2

TEMPAT KEDUDUKAN
ASPEKINDO berkedudukan nasional di tempat kedudukan Dewan Pimpinan Nasional, yaitu di Ibu Kota Negara dan Ibu Kota seluruh wilayah Propinsi dan Kabupaten / Kota sebagai tempat kedudukan Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota.

PASAL 3

WAKTU
ASPEKINDO didirikan di Makassar pada tanggal 07 Februari 2000, untuk jangka batas waktu tidak ditentukan.

BAB II

AZAS, LANDASAN, DAN TUJUAN
PASAL 4

AZAS

ASPEKINDO berasaskan Pancasila.

PASAL 5

LANDASAN

ASPEKINDO melakukan kegiatannya dengan berlandaskan pada :

1.
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional ;

2.
Keputusan MUNAS ASPEKINDO sebagai landasan organisatoris ;

3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN Indonesia serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi/LPJK sebagai landasan operasional.

PASAL 6

VISI
Visi ASPEKINDO adalah :

Mewujudkan anggota dan masyarakat jasa konstruksi yang tangguh, jujur, bertanggung jawab, profesional, efisien, serta berdaya saing yang kompetitif dalam pasar nasional dan internasional.

PASAL 7

MISI
Menciptakan peluang perolehan keunggulan daya saing dalam meraih peluang pasar dengan basis efisien yang beretika profesional dan memiliki keunggulan kompetensi didalam masyarakat usaha jasa konstruksi dalam iklim beretika bisnis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku.
PASAL 8

SASARAN
1.
Menciptakan ASPEKINDO sebagai organisasi profesional yang mandiri dan berkarakter dedikatif sehingga dipercaya masyarakat jasa konstruksi pada umumnya baik dalam negeri maupun luar negeri.

2.
Mengupayakan ASPEKINDO menjadi institusi yang digandrungi oleh masyarakat pengguna jasa konstruksi yang memiliki kapasitas unggul dalam daya saing serta efisien dalam fungsi untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi.

3.
Mewujudkan tanggung jawab sebagai organisasi yaitu mengembangkan ilmu dan teknologi konstruksi, SDM yang kompeten, dan sarana dan prasarana konstruksi demi keunggulan kompetisi jasa konstruksi secara nasional dan internasional.

PASAL 9

TUJUAN
ASPEKINDO didirikan dengan tujuan untuk :

1.
Menghimpun pengusaha / perusahaan-perusahaan nasional yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi di dalam satu wadah organisasi ;

2.
Membina dan mengembangkan kemampuan pengusaha jasa konstruksi menjadi tangguh dan profesional, kokoh, dan mandiri ;
3.
Mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang sinergis antara pengusaha golongan ekonomi kuat, menengah dan lemah ;

4.
Membina hubungan secara konsepsional dan atau program kemitraan yang sinergis dengan pemberi  kerja pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat propinsi, kabupaten/kota ;
5.
Berperan dan ikut serta untuk meningkatkan pembangunan nasional;

6.
Membimbing, mengarahkan, dan  memperjuangkan kepentingan anggota demi kelangsungan anggotanya ;

7.
Mendorong terciptanya rasa kesetiakawanan sesama pelaku pasar konstruksi agar dapat dihindari terjadinya persaingan kerja dan usaha yang tidak sehat, sehingga dapat benar-benar tercipta kebersamaan ;

8.
Aktif mengadakan kerja sama dengan lembaga yang aktif dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi, baik di dalam maupun di luar negeri ;
9.
Membantu pemerintah mewujudkan tertib pembangunan

BAB III

LEGALITAS DAN KEDAULATAN

PASAL 10

LEGALITAS
Legalitas ASPEKINDO terdiri dari :

1.
Akte Pendirian ASPEKINDO  berdasarkan Akta No. 40 Notaris Abdul Mu’is, SH di Makassar tanggal 7 Pebruari tahun 2000, untuk jangka batas waktu tidak ditentukan.
2.
Surat Keterangan Terdaftar Nomor . 18/D.III2/III/2006 pada tanggal 6 Maret 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri RI, untuk memenuhi amanat Undang-Undang No.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan perubahan-perubahannya. Masa Berl aku Surat Keterangan Terdaftar ini adalah satu masa bakti kepengurusan. Setiap pergantian masa bakti kepengurusan, Surat Keterangan Terdaftar ini dapat diperpanjang.

3.
Surat Pendaftaran Ciptaan No. 029465 tanggal pendaftaran 5 Oktober 2005 yang terbit pada tanggal 2 Maret 2006, berdasarkan amanat Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ub Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas nama Menteri Hukum dan H.A.M RI. Perlindungan Hak Ciptaan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan dan perlindungan itu dapat diperpanjang.
4.
Sertifikat Merek No. IDM00152520 tanggal penerimaan permohonan 6 Desember 2006 yang diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2008 untuk kelas barang/jasa nomor 37 tentang Jasa Konstruksi, berdasarkan Undang  -Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, diterbitkan oleh Direktur Merek atas nama Menteri Hukum dan HAM RI. Perlindungan hak merek berlaku selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Kelas barang/jasa nomor 37 ini adalah sesuai dengan core business BUJK anggota ASPEKINDO dalam usaha jasa konstruksi dan sesuai dengan landasan operasional  ASPEKINDO berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

5.
Akreditasi kepada ASPEKINDO diberikan oleh LPJKN atas amanat Undang –Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Akreditasi ASPEKINDO diberikan pertama kali pada tanggal 14 Maret 2003 berdasarkan Keputusan LPJKN No. 34/KPTS/LPJK/D/III/2003 tentang Penetapan Akreditasi Kepada ASPEKINDO dan Tanda Lulus Akreditasi No. 15/AKR/LPJK/D/III/2003 tanggal 14 Maret 2003. Secara periodik status Akreditasi ini akan dilakukan evaluasi oleh LPJKN dan akan dilakukan Perpanjangan Akreditasi. Akreditasi ASPEKINDO telah dilaksanakan perpanjangan berdasarkan SK LPJKN No. 05/KPTS LPJK/D/I/2005 tanggal 20 Januari 2006 dan diperpanjang kembali berdasarkan SK LPJKN No. 131/KPTS/LPJK/D/2006 tanggal 15 Desember 2006.
PASAL 11

KEDAULATAN ORGANISASI

Kedaulatan  Organisasi ASPEKINDO berada ditangan anggota ASPEKINDO yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Musyawarah Kabupaten/Kota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota, Musyawarah Propinsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Propinsi hingga Musyawarah Nasional sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi secara Nasional.

PASAL IV
BENTUK, STATUS, SIFAT DAN FUNGSI
PASAL 12
BENTUK ORGANISASI

ASPEKINDO berbentuk satu kesatuan organisasi yang kolektif, yang menganut struktur kekuasaan otonom, dan struktur kepemimpinan berjenjang dari Dewan Pimpinan Nasional Dewan Pimpinan Propinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.
PASAL 13

STATUS ORGANISASI
ASPEKINDO berstatus independen, tidak berhaluan dan tidak berpihak kepada perorangan, kelompok dan atau lembaga/instansi manapun, kecuali semata-mata memihak kepada peningkatan kualitas dan kesejahteraan anggotanya.

PASAL 14

SIFAT ORGANISASI
ASPEKINDO bersifat terbuka untuk mewadahi dan membina pengusaha/perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, yang di dalam melakukan kegiatannya tidak untuk mencari keuntungan.

PASAL 15

FUNGSI ORGANISASI
ASPEKINDO berfungsi untuk :

1.
Menciptakan kesatuan dan persatuan yang dilandasi niat jujur, terbuka dan akomodatif demi terciptanya tujuan bersama ;

2.
Memperjuangkan kepentingan anggota dan membinanya sehingga mampu mengembangkan usahanya ;

3.
Sebagai wadah konsultasi dan komunikasi antar anggota, dan pengusaha lainnya, dengan Pemerintah, serta lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan bidang usaha jasa konstruksi.

PASAL 16

WEWENANG

ASPEKINDO memiliki wewenang sebagai berikut :

1.
Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah membantu pemerintah dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) membina dan menerbitkan kompetensi yang dibutuhkan usaha jasa konstruksi ;
2.
Mengawasi perilaku anggota sebagai pengusaha / perusahaan jasa konstruksi untuk senantiasa taat dalam seluruh kaidah-kaidah yang diatur oleh Pemerintah, LPJK, dan ASPEKINDO ;

3.
Menerbitkan para anggota pengusaha/perusahaan jasa konstruksi apabila ditemukan penyimpangan terhadap kaidah-kaidah seperti tersebut pada ayat 2 pasal 16 ini.

BAB V

KEANGGOTAAN
PASAL 17

STATUS DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Keanggotaan ASPEKINDO terdiri dari :

1.
Anggota Biasa yaitu Badan Usaha Milik Negara, Milik Koperasi dan Milik Swasta Nasional yang bergerak di bidang jasa pelaksana konstruksi ;
2.
Anggota Luar Biasa yaitu Badan Usaha yang berbentuk penanaman modal asing (PMA) yang bergerak  di bidang jasa pelaksana konstruksi ;

3.
Anggota kehormatan yaitu tokoh –tokoh perorangan pemerintah, pengusaha nasional dan masyarakat umum, yang dipandang telah berjasa dalam membentuk, membina dan memajukan ASPEKINDO baik dalam ruang lingkup nasional, maupun dalam ruang lingkup propinsi dan kabupaten/kota.

PASAL 18

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
1.
Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berakhir keang-gotaannya karena :
a.
Mengundurkan diri ;
b.
Tidak bergerak di bidang jasa konstruksi ;

c.
Diberhentikan oleh organisasi ;

d.
Dinyatakan pailit dan atau terpidana oleh Pengadilan Negeri 
2.
Anggota Kehormatan berakhir keanggotaannya karena :

a.
Mengundurkan diri ;

b.
Diberhentikan oleh organisasi ; 

c.
Meninggal dunia 

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI
PASAL 19

STRUKTUR KEKUASAAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1.
Struktur kekuasaan ditingkat nasional terdiri dari :

a.
Musyawarah Nasional disingkat MUNAS ;

b.
Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUB
c.
Musyawarah Nasional Khusus disingkat MUNASUS

d.
Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS ;

e.
Rapat Pimpinan Nasional disingkat RAPIMNAS ;

f.
Rapat Pleno DPN disingkat RPN 

g.
Rapat Teknis Nasional disingkat RAREKNAS

2.
Struktur  kekuasaan di tingkat propinsi terdiri dari :


a.
Musyawarah Propinsi disingkat MUSPROP ;


b.
Musyawarah Propinsi Luar Biasa disingkat MUSPROPLUB


c.
Rapat Kerja Propinsi disingkat RAKERPROP ;


d.
Rapat Pimpinan Propinsi disingkat RAPIMPROP ;


e.
Rapat Pleno DPP disingkat RPP


f.
Rapat Pleno DPP  disingkat RPP


g.
Rapat Teknis Propinsi disingkat RATEKPROP 

3.
Struktur kekuasaan di tingkat Kabupaten /Kota terdiri dari ;

a.
Musyawarah Kabupaten / Kota disingkat MUSKAB/KOT ;

b.
Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa disingkat KABLUB / MUSKOTLUB

c.
Rapat Kerja Kabupaten / Kota disingkat RAKERKAB / RAKERKOT ;

d.
Rapat Pimpinan Kabupaten / Kota disingkat RAPIMKAB / RAPIMKOT ;

e.
Rapat Pleno DPK Diperluas disingkat RPDKab/Kot

f.
Rapat Pleno DPK disingkat RPK

g.
Rapat Teknis Kabupaten / Kota disingkat RATEKKAB / KOT

PASAL 20

STRUKTUR PIMPINAN

1.
Struktur Pimpinan adalah berjenjang dari Tingkat Nasional, sebagai pelaksana eksekutif tertinggi, Propinsi dan hingga tingkat Kabupaten / Kota, yaitu :
a.
Di tingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Nasional disingkat DPN ;

b.
Di tingkat Propinsi disebut Dewan Pimpinan Propinsi disingkat DPP ;

c.
Di tingkat Kabupaten /Kota disebut Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota disingkat DPK ;

2.
Pada tingkat Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Propinsi dapat mengangkat Koordinator Wilayah disingkat KORWIL dalam wilayah tertentu, yang merupakan unsur pimpinan tingkat Dewan Pimpinan yang bersangkutan ;

3.
Pada semua  struktur pimpinan dilengkapi dengan Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan, yang merupakan satu kesatuan dari struktur ke pimpinan bersangkutan, secara koordinatif.
BAB VII

ATRIBUT
PASAL 21

LAMBANG, BENDERA, MARS, HYMNE,

 DAN 

KODE ETIK ORGANISASI

ASPEKINDO memiliki lambang, bendera, mars, hymne, dan kode etik organisasi serta atribut lainnya yang merupakan keciriannya.

BAB VIII

KEUANGAN DAN HARTA BENDA 
PASAL 22 

KEUANGAN

Sumber keuangan ASPEKINDO bersumber dari :

1.
Uang pangkal keanggotaan ;

2.
Uang iuran 
keanggotaan ;
3.
Uang administrasi keanggotaan ;

4.
Usaha lainnya yang sah yang dilakukan oleh pengurus dan atau anggota ;

5.
Sumbangan dan atau bantuan lainnya yang halal dan tidak mengikat 

PASAL 23

PENGELOLAAN KEUANGAN  

Pengelolaan Keuangan berasaskan fungsional, transparansi, dan akuntabilitas yang didasarkan pada pertanggung jawaban moral yang jujur dan adil, serta pertanggungjawaban secara Konstitusi Organisasi dan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 24

HARTA BENDA

1.
Harta benda ASPEKINDO merupakan bagian dari kekayaan hak milik organisasi ;

2.
Pengelolaan dan pertanggungjawaban harta benda ASPEKINDO mulai dari tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten / Kota, sepenuhnya menjadi tanggungjawab struktur organisasi bersangkutan yang dipertanggungjawabkan pada MUNAS, MUSPROP, dan MUSKAB/KOT ;

3.
Apabila di kemudian hari pada beberapa tingkatan struktur kepengurusannya dinyatakan bubar, maka harta kekayaannya dititipkan kepada struktur ke pimpinan satu singkat diatasnya ;

4.
Apabila di kemudian hari ASPEKINDO dinyatakan dibubarkan, maka seluruh harta benda dan kekayaannya diserahkan pada badan –badan sosial yang sesuai dengan misi ASPEKINDO.

BAB IX 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 
DAN 
PEMBUBARAN ORGANISASI
PASAL 25 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar ini hanya dilakukan perubahannya melalui keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Musyawarah Nasional Khusus yang disepakati oleh 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Propinsi yang telah ada, dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah peserta penuh musyawarah.
PASAL 26

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pembubaran organisasi secara nasional  hanya dapat dilakukan melalui keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu, yang disepakati oleh 2/3 dari jumlah DPP yang ada, dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah DPP yang hadir.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 27 
ATURAN PERALIHAN
Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini, dialihkan pengaturannya dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak dibenarkan bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

PASAL 28
BERLAKUNYA ANGGARAN DASAR
1.
Anggaran Dasar ini pertama kali disahkan melalui Rapat Pendirian ASPEKINDO di Kota Makassar pada tanggal 7 Februari 2000 dan selanjutnya di lakukan penyempurnaan dan ditetapkan sebagaimana mestinya dalam Musyawarah Nasional I ASPEKINDO di Kota Makassar pada tanggal 25 Mei 2001, penyempurnaan yang ditetapkan pada MUNASLUB ASPEKINDO 2002 pada tanggal 1 November 2002 di Jakarta, penyempurnaan yang ditetapkan oleh MUNASLUB ASPEKINDO 2004 pada tanggal 25 September 2004, dan telah dikoreksi pada MUNASLUB ASPEKINDO 2005 pada tanggal 11 Maret 2005 di Jakarta, serta telah disempurnakan kemudian pada MUNASLUB ASPEKINDO tahun 2009 pada tanggal 4-5 Maret 2009 di Batam ;

2.
Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

3.
Anggaran Dasar yang baru ini tidak berlaku surut.

Ditetapkan    : Batam

Pada Tanggal: 5 Maret 2009

BAB I

KEANGGOTAAN 
PASAL 1

SYARAT MENJADI ANGGOTA

Syarat menjadi anggota ASPEKINDO, adalah sebagai berikut :
1.
Anggota Biasa

a.
Badan Usaha Nasional milik Negara, milik Swasta Nasional yang memiliki akta pendirian yang sah menurut hukum di Negara Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang Jasa Pelaksana Konstruksi.

b.
Persyaratan lainnya yang diatur secara nasional, dengan menyesuaikan keadaan daerah, yang selanjutnya diatur dalam pedoman khusus.

2.
Anggota Luar Biasa


a.
Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak dalam bidang Jasa Pelaksana Konstruksi.

b.
Persyaratan lainnya yang diatur secara nasional, dengan menyesuaikan keadaan daerah, yang selanjutnya di atur dalam pedoman khusus.

3.
Anggota Kehormatan


a.
Tokoh-tokoh perorangan baik pemerintah, pengusaha nasional, maupun masyarakat pada umumnya yang dipandang telah berjasa dalam membentuk, membina dan memajukan ASPEKINDO, baik di tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota ;


b.
Syarat keanggotaan kehormatan akan diatur selanjutnya dalam pedoman khusus.

PASAL 2

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA
1.
Pendaftaran permintaan menjadi anggota dilakukan di kepengurusan Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya di teruskan ke kepengurusan Propinsi ;
2.
Permohonan menjadi anggota, diajukan secara tertulis dengan disertai salinan akte pendirian, Surat Ijin Tempat Usaha dan atau sejenisnya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ketentuan lainnya yang telah ditetapkan ;

3.
Diterima atau tidaknya sebagai anggota, dinyatakan oleh Dewan Pimpinan Propinsi, dengan jangka waktu yang telah ditetapkan ;

4.
Bila dinyatakan diterima menjadi anggota, tidak boleh rangkap keanggotaan dengan Asosiasi sejenis yaitu memiliki persamaan bidang subbidang pekerjaan konstruksi dan diberikan Kartu Tanda Anggota ASPEKINDO yang diterbitkan secara nasional oleh Dewan Pimpinan Nasional.

PASAL 3

BIDANG LINGKUP PEKERJAAN ANGGOTA
Bidang lingkup pekerjaan adalah meliputi 5 Bidang yaitu Bidang Arsitektur, Sipil, Elektrikal, Mekanikal, dan Tata Lingkungan, antara lain meliputi pelaksanaan pekerjaan untuk sub-sub bidang pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan LPJK kepada Akreditasi ASPEKINDO.

PASAL 4

HAK ANGGOTA
1.
Anggota Biasa memiliki hak suara dipilih dan memilih, serta hak bicara untuk menyalurkan pendapat dan mengajukan pertanyaan ;
2.
Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan, hanya memiliki  hak bicara untuk menyalurkan pendapat dan mengajukan pertanyaan ;

3.
Semua anggota mempunyai hak memperoleh pembinaan untuk pengembangan usaha, dan memperoleh perlakukan adil sesuai dengan Konstitusi dan Peraturan serta Perundangan yang berlaku ;

PASAL 5

KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota memiliki kewajiban :

1.
Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Organisasi serta ketetapan organisasi dan keputusan Dewan Pimpinan lainnya ;

2.
Menjaga nama baik dan menjunjung tinggi harkat dan martabat organisasi ;
3.
Berperan aktif dalam pelaksanaan program kerja organisasi, berdasarkan keputusan yang ditetapkan untuk itu ;

4.
Melaksanakan kewajiban keanggotaan lainnya yang telah ditetapkan oleh Organisasi.

PASAL 6

PEMBERIAN SANKSI ORGANISASI PADA ANGGOTA
1.
Anggota dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau Kode Etik ASPEKINDO ; dan atau ketentuan organisasi lainnya ;

2.
Anggota dapat diberikan sanksi pencabutan keanggotaan jika terbukti melakukan kesalahan dalam hal tindakan pemalsuan, penipuan, dan kriminalitas lainnya ;

3.
Pembuktian pelanggaran dilakukan melalui Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota dimana keanggotaannya terdaftar dan berkedudukan ;

4.
Pemberian sanksi dilakukan melalui tahapan pertama berupa teguran dan peringatan, tahapan kedua berupa pembekuan sementara keanggotaan dan tahap ketiga pencabutan keanggotaan oleh DPP atas usulan DPK ;

5.
Anggota yang diberikan sanksi organisasi, memiliki hak pembelaan diri melalui pengajuan pembelaan diri pada Rapat Pimpinan Propinsi dimana propinsi keanggotaannya terdaftar dan berkedudukan, dan atau melalui forum Rapat Kerja Kabupaten/Kota, dan atau pada forum Musyawarah Kabupaten/Kota ;

6.
Anggota yang diberikan sanksi, berhak atas pemulihan nama baik, jika dikemudian hari sanksi yang diberikan dinyatakan di cabut kembali ;

7.
Dalam masa pemberian sanksi organisasi, maka anggota yang bersangkutan kehilangan hak dan kewajibannya terhadap organisasi ;
PASAL 7

PEMBERIAN SANKSI ORGANISASI

BAGI PERSONALIA UNSUR DEWAN PIMPINAN
1.
Kepengurusan dari semua tingkatan organisasi dapat diberikan sanksi organisasi jika melakukan pelanggaran AD/ART, dan atau Kode Etik Organisasi, oleh Dewan Pimpinan yang bersangkutan atau oleh Dewan Pimpinan setingkat lebih tinggi diatasnya.

2.
Pemberian sanksi organisasi dapat berupa :

2.1.
Peringatan Tertulis

2.2.
Pembekuan Kepengurusan

2.3.
Pencabutan SK

3.
Khusus untuk pelanggaran yang sangat mendasar  dilakukan oleh Dewan Pimpinan  dapat diberikan sanksi pembekuan dan pencabutan SK tanpa melalui sanksi peringatan tertulis oleh Dewan Pimpinan setingkat diatasnya, yang didahului klarifikasi dari Dewan Pimpinan setingkat diatasnya tersebut.

4.
Khusus untuk pelanggaran yang sangat mendasar yang dilakukan oleh personalia unsur Dewan Pimpinan dapat diberhentikan oleh Dewan Pimpinan yang bersangkutan dan atau Dewan Pimpinan setingkat diatasnya tanpa melalui sanksi peringatan tertulis.
5.
Pelanggaran yang sangat mendasar yang disebut pada ayat 3 dan 4 tersebut diatas adalah perilaku yang terbukti melakukan tindak pemalsuan, penipuan, korupsi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan uang organisasi dan tindakan kriminal lainnya berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

6.
Khusus untuk DPN, DPP berhak meminta Rapat Pleno Diperluas dan DPN wajib menyelenggarakan Rapat tersebut.

BAB II

LEGITIMASI DAN LEGALITAS PADA 

SETIAP JENJANG STRUKTUR ORGANISASI
PASAL 8

LEGITIMASI DPN ASPEKINDO

DPN ASPEKINDO telah memiliki legitimasi apabila telah menjadi Keputusan demokrasi pada MUNAS ASPEKINDO yang dilantik oleh Pimpinan MUNAS ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO.

PASAL 9
LEGALITAS DPN ASPEKINDO
DPN ASPEKINDO telah memiliki Legalitas sesuai Anggaran Dasar Bab II Pasal 10.

PASAL 10

LEGITIMASI DPP ASPEKINDO

DPP ASPEKINDO mendapatkan legitimasi apabila telah memiliki minimum anggota 100 BUJK dan telah melaksanakan MUSPROP ASPEKINDO yang dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai AD/ART ASPEKINDO.
PASAL 11

LEGALITAS DPP
DPP ASPEKINDO telah memiliki legalitas apabila  telah memiliki Keputusan Penetapan dari DPN ASPEKINDO.

PASAL 12

LEGITIMASI DPK
DPK ASPEKINDO mendapatkan legitimasi telah miliki minimum anggota 20 BUJK dan telah melaksanakan MUSKAB/MUSKOT ASPEKINDO yang dilantik oleh DPP ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai AD/ART ASPEKINDO.
PASAL 13

LEGALITAS DPK
DPK ASPEKINDO telah memiliki legalitas apabila  telah memiliki Keputusan Penetapan dari DPP ASPEKINDO.
BAB II

STRUKTUR KEKUASAAN ASPEKINDO
PASAL 14

MUSYAWARAH NASIONAL

1.
Status

a.
Musyawarah Nasional disingkat MUNAS merupakan musyawarah antar anggota sebagai pemegang  kekuasaan tertinggi Nasional yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Propinsi ;

b.
Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat nasional ;

c.
Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun ;

d.
Musyawarah Nasional dapat diadakan penyimpangan dari pasal 8 ayat 1 bagian c diatas untuk penyempurnaan AD-ART dan Kode Etik dan bila dalam keadaan luar biasa dengan melaksanakan Musyawarah Luar Biasa dan ;

e.
Musyawarah Nasional Luar Biasa hanya dapat diadakan atas persetujuan 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Propinsi yang telah ada ;

f.
Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Musyawarah Nasional Khusus dalam pelaksanaannya sama dengan Musyawarah Nasional.

2.
Kekuasaan dan Wewenang 

a.
Menilai dan menetapkan untuk menolak dan atau menerima Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional ;


b.
Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja serta peraturan dan kebijaksanaan organisasi lainnya ;


c.
Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan kelengkapan kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional, termasuk Dewan Pembina Nasional dan Dewan Pertimbangan Nasional.

3.
Tata Tertib


a.
Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari :

a.1.
DPN ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh.
a.2.
Utusan DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh apabila telah memiliki  Legalitas dan Legitimasi, yaitu :



-
telah melaksanakan MUSPROP dan telah ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai AD/ART ASPEKINDO


-
telah memiliki minimal 100 BUJK yang SBU nya telah terbit dan masih belaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK.

a.3.
Utusan DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau bagi DPP yang belum memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :



-
belum melaksanakan MUSPROP dan belum ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO


-
belum memiliki minimal 100 BUJK dan SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau tayang 4 pada STI LPJK.

a.4.
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdaftar sebagai Peserta Peninjau.


b.
Peserta Penuh memiliki hak suara, yaitu hak bicara, hak untuk memilih, dan hak  untuk dipilih


c.
Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara dan hak untuk dipilih.


d.
Dalam pengambilan keputusan, hak suara berlaku masing-masing 1 (satu) suara untuk 1 (satu) utusan DPP, 1 (satu) bagi setiap DPP yang telah memiliki legalitas dan legitimasi.

e.
Pimpinan Persidangan Musyawarah Nasional berbentuk Pimpinan Sidang berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh peserta penuh, dengan ketentuan 1 (satu) dari Dewan Pimpinan Nasional, dan 4 (empat) orang dari peserta dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang.


f.
Dewan Pimpinan Nasional adalah sebagai penyelenggara dan Penanggung jawab pelaksanaan Musyawarah Nasional.


g.
Musyawarah Nasional dilengkapi beberapa orang Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Nasional.


h.
Panitia Pengarah karena tugas dan fungsinya untuk merumuskan perlengkapan materi sidang baik sebelum maupun sesudah diadakan Musyawarah Nasional adalah memimpin sidang untuk sementara waktu, selama Pimpinan Sidang definitif belum terpilih ;


i.
Musyawarah Nasional hanya dapat dianggap sah bila di hadiri 2/3 Dewan Pimpinan Propinsi yang ada ;


j.
Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional disampaikan pada Sidang Pleno Musyawarah Nasional, maka kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional dinyatakan demisioner.

PASAL 15

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
1.
Status 

a.
Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUB merupakan musyawarah antar pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Nasional yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Propinsi ;

b.
Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan penyimpangan dari pasal 8 ayat 1 bagian c diatas apabila kondisi organisasi dalam keadaan luar biasa ;

c.
Kekuasaan dan wewenang Musyawarah Nasional Luar Biasa sama dengan kekuasaan dan wewenang Musyawarah Nasional ;

d.
Musyawarah Nasional Luar Biasa hanya dapat diadakan atas persetujuan 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Propinsi yang telah ada ;

e.
Musyawarah Nasional Luar Biasa dalam pelaksanaannya sama dengan Musyawarah Nasional.

2.
Kekuasaan dan Wewenang 

a.
Menilai dan menetapkan untuk menolak dan atau menerima Laporan Pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Nasional ;


b.
Apabila pertanggung jawaban seperti pada ayat 2 bagian a tersebut diatas tidak dapat diterima oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut maka Dewan Pimpinan Nasional yang bersangkutan dianggap telah gugur atau berakhir ;


c.
Akibat ayat 2 bagian b tersebut maka Musyawarah Nasional Luar Biasa melakukan proses pemilihan dan penetapan Dewan Pimpinan Nasional untuk masa bakti yang baru ;


d.
Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja serta peraturan dan kebijaksanaan organisasi lainnya ;


e.
Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan kelengkapan kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional termasuk Dewan Pembina Nasional dan Dewan Pertimbangan Nasional untuk masa bakti berikutnya.

3.
Tata Tertib


a.
Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa terdiri dari :


a.1.
DPN ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh.


a.2.
Utusan DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh apabila telah memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :   


-
telah melaksanakan MUSPROP dan telah ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai AD/ART ASPEKINDO



-
telah memiliki minimal 100 BUJK yang SBU nya telah terbit dan masih belaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK.

a.3.
Utusan DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau bagi DPP yang belum memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :



-
belum melaksanakan MUSPROP dan belum ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO



-
belum memiliki minimal 100 BUJK dan SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau tayang 4 pada STI LPJK.

a.4.
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdaftar sebagai Peserta Peninjau.


b.
Peserta Penuh memiliki hak suara, yaitu hak bicara, hak untuk memilih, dan hak  untuk dipilih


c.
Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara dan hak untuk dipilih.


d.
Dalam pengambilan keputusan, hak suara berlaku masing-masing 1 (satu) suara untuk 1 (satu) utusan DPP, 1 (satu) bagi setiap DPP yang telah memiliki legalitas dan legitimasi.


e.
Pimpinan Persidangan Musyawarah Nasional berbentuk Pimpinan Sidang berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh peserta penuh, dengan ketentuan 1 (satu) dari Dewan Pimpinan Nasional, dan 4 (empat) orang dari peserta dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang.


f.
Dewan Pimpinan Nasional adalah sebagai penyelenggara dan Penanggung jawab pelaksanaan Musyawarah Nasional.


g.
Musyawarah Nasional dilengkapi beberapa orang Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Nasional.


h.
Panitia Pengarah karena tugas dan fungsinya untuk merumuskan perlengkapan materi sidang baik sebelum maupun sesudah diadakan Musyawarah Nasional adalah memimpin sidang untuk sementara waktu, selama Pimpinan Sidang definitif belum terpilih ;


i.
Musyawarah Nasional hanya dapat dianggap sah bila di hadiri 2/3 Dewan Pimpinan Propinsi yang ada ;


j.
Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional disampaikan pada Sidang Pleno Musyawarah Nasional, maka kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional dinyatakan demisioner.

PASAL 16

MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS
1.
Status 

a.
Musyawarah Nasional Khusus disingkat MUNASUS merupakan musyawarah antar pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Nasional yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Propinsi ;

b.
Musyawarah Nasional Khusus dapat diadakan penyimpangan dari pasal 8 ayat 1 bagian c diatas apabila sangat dibutuhkan segera perubahan tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Organisasi ;

c.
Kekuasaan dan wewenang Musyawarah Nasional Khusus sama dengan kekuasaan dan wewenang Musyawarah Nasional ;

d.
Musyawarah Nasional Khusus hanya dapat diadakan atas persetujuan 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Propinsi yang telah ada ;

e.
Musyawarah Nasional Khusus dalam pelaksanaannya sama dengan Musyawarah Nasional.

2.
Kekuasaan dan Wewenang 


Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja serta peraturan dan kebijaksanaan organisasi lainnya ;

3.
Tata Tertib


a.
Peserta Musyawarah Nasional Khusus terdiri dari :


a.1.
DPN ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh.


a.2.
Utusan DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh apabila telah memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :   



-
telah melaksanakan MUSPROP dan telah ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai AD/ART ASPEKINDO



-
telah memiliki minimal 100 BUJK yang SBU nya telah terbit dan masih belaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK.

a.3.
Utusan DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau bagi DPP yang belum memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :



-
belum melaksanakan MUSPROP dan belum ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO



-
belum memiliki minimal 100 BUJK dan SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau tayang 4 pada STI LPJK.

a.4.
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdaftar sebagai Peserta Peninjau.


b.
Peserta Penuh memiliki hak suara, yaitu hak bicara, hak untuk memilih, dan hak  untuk dipilih


c.
Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara dan hak untuk dipilih.


d.
Dalam pengambilan keputusan, hak suara berlaku masing-masing 1 (satu) suara untuk 1 (satu) utusan DPP, 1 (satu) bagi setiap DPP yang telah memiliki legalitas dan legitimasi.


e.
Pimpinan Persidangan Musyawarah Nasional Khusus berbentuk Pimpinan Sidang berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh peserta penuh, dengan ketentuan 1 (satu) dari Dewan Pimpinan Nasional, dan 4 (empat) orang dari peserta dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang.


f.
Dewan Pimpinan Nasional adalah sebagai penyelenggara dan Penanggung jawab pelaksanaan Musyawarah Nasional Khusus.


g.
Musyawarah Nasional Khusus dilengkapi beberapa orang Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Nasional.


h.
Panitia Pengarah karena tugas dan fungsinya untuk merumuskan perlengkapan materi sidang baik sebelum maupun sesudah diadakan Musyawarah Nasional Khusus adalah memimpin sidang untuk sementara waktu, selama Pimpinan Sidang definitif belum terpilih ;


i.
Musyawarah Nasional Khusus hanya dapat dianggap sah bila di hadiri 2/3 Dewan Pimpinan Propinsi yang ada ;

PASAL 17

RAPAT KERJA NASIONAL

1.
Status

a.
Rapat Kerja Nasional merupakan rapat antar anggota yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Propinsi ;

b.
Rapat Kerja Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dalam penyusunan program kerja nasional ;
c.
Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun;

2.
Kekuasaan dan Wewenang

a.
Mendengarkan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja nasional yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Nasional ;

b.
Menyempurnakan dan menetapkan Program Kerja Nasional, serta peraturan dan kebijaksanaan organisasi lainnya.

3.
Tata Tertib

a.
Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari :

a.1.
DPN ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh.

a.2.
Utusan DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh apabila telah memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :   



-
telah melaksanakan MUSPROP dan telah ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai AD/ART ASPEKINDO



-
telah memiliki minimal 100 BUJK yang SBU nya telah terbit dan masih belaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK.

a.3.
Utusan DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau bagi DPP yang belum memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :



-
belum melaksanakan MUSPROP dan belum ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO



-
belum memiliki minimal 100 BUJK dan SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau tayang 4 pada STI LPJK.

a.4.
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdaftar sebagai Peserta Peninjau.


b.
Peserta Peninjau  hanya memiliki hak bicara ;


c.
Dalam pengambilan keputusan, hak suara berlaku masing-masing 1 (satu) suara untuk 1 (satu) utusan DPP, 1 (satu) bagi setiap DPP yang telah memiliki legalitas dan legitimasi.


e.
Pimpinan Persidangan Rapat Kerja Nasional berbentuk Pimpinan Sidang berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh peserta penuh, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang.


f.
Dewan Pimpinan Nasional adalah sebagai penyelenggara dan Penanggung jawab pelaksanaan Rapat Kerja Nasional ;


g.
Panitia Pengarah karena tugas dan fungsinya untuk merumuskan perlengkapan materi sidang baik sebelum  maupun sesudah diadakan Rapat Kerja Nasional, sehingga berhak memimpin sidang untuk sementara waktu, selama Pimpinan Sidang definitif belum terpilih ; 


h.
Rapat Kerja Nasional hanya dapat dianggap sah bila di hadiri 2/3 Dewan Pimpinan Propinsi yang ada ;

PASAL 18

RAPAT PIMPINAN NASIONAL
1.
Status 

a.
Rapat Pimpinan Nasional merupakan rapat antar pimpinan yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Propinsi ;

b.
Rapat Pimpinan Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dalam kebijakan organisasi dalam ruang lingkup nasional ;

c.
Rapat Pimpinan Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (dua) tahun;

2.
Kekuasaan dan Wewenang

a.
Mendengarkan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijaksanaan yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Nasional dan seluruh Dewan Pimpinan Propinsi;


b.
Menginventarisasi permasalahan organisasi dalam ruang lingkup nasional dan menetapkan kebijaksanaan dalam penanggulangan dan penyelesaiannya.
3.
Tata Tertib

a.
Peserta Rapat Pimpinan Nasional terdiri dari :

a.1.
DPN ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh.

a.2.
Utusan DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh apabila telah memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :   



-
telah melaksanakan MUSPROP dan telah ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai AD/ART ASPEKINDO 


-
telah memiliki minimal 100 BUJK yang SBU nya telah terbit dan masih belaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK.

a.3.
Utusan DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau bagi DPP yang belum memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :



-
belum melaksanakan MUSPROP dan belum ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO



-
belum memiliki minimal 100 BUJK dan SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau tayang 4 pada STI LPJK.

a.4.
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdaftar sebagai Peserta Peninjau.


b.
Peserta Peninjau  hanya memiliki hak bicara ;


c.
Dalam pengambilan keputusan, hak suara berlaku masing-masing 1 (satu) suara untuk 1 (satu) utusan DPP, 1 (satu) bagi setiap DPP yang telah memiliki legalitas dan legitimasi.


e.
Pimpinan Persidangan Rapat Pimpinan Nasional berbentuk dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Wakil-wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional  yang kewajiban yang sama dan seimbang dengan peserta rapat lainnya ;

f.
Dewan Pimpinan Nasional adalah sebagai penyelenggara dan Penanggung jawab pelaksanaan Rapat Kerja Nasional ; 


g.
Rapat Kerja Nasional hanya dapat dianggap sah bila di hadiri 2/3 Dewan Pimpinan Propinsi yang ada.
PASAL 19

RAPAT PLENO DEWAN PIMPINAN NASIONAL

ASOSIASI PENGUSAHA KONSTRUKSI INDONESIA

1.
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia adalah rapat lengkap Dewan Pimpinan Nasional yang terdiri dari Pengurus Harian (unsur Ketua Umum, unsur Sekretaris Jenderal, dan unsur Bendahara Umum) dan Pengurus Pleno (Pengurus Departemen).
2.
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia diselenggarakan untuk membahas rancangan, evaluasi, dan permasalahan kebijakan, program, dan keorganisasian ASPEKINDO secara Nasional.

3.
Peserta Rapat Pleno DPN ASPEKINDO adalah Pengurus  lengkap yaitu Pengurus Harian dan Pengurus Pleno yang terdaftar sebagai Peserta Penuh. Rapat Pleno DPN ASPEKINDO dapat dan atau bisa mengundang Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan tingkat Nasional serta Unit-Unit Kegiatan Tingkat Nasional yang terdaftar sebagai Peserta Peninjau.
PASAL 20

RAPAT PLENO DEWAN PIMPINAN NASIONAL

ASOSIASI PENGUSAHA KONSTRUKSI INDONESIA DIPERLUAS
1.
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Diperluas adalah rapat antara unsur Dewan Pimpinan Nasional dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Propinsi untuk membahas permasalahan-permasalahan organisasi ;

2.
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Diperluas diselenggarakan apabila terdapat permasalahan yang tidak mampu diselesaikan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia dan atau apabila 2/3 dari jumlah DPP memerlukan klarifikasi tentang dugaan DPN melakukan pelanggaran AD/ART dan atau Kode Etik, dan atau peraturan organisasi lainnya ;

3.
Peserta Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional ASPEKINDO Diperluas adalah :

3.a.
Unsur Dewan Pembina tingkat Nasional, masing –masing terdaftar sebagai Peserta Peninjau
3.b.
Unsur Dewan Pertimbangan tingkat Nasional, masing-masing terdaftar sebagai Peserta Peninjau

3.c.
Dewan Pimpinan Nasional, terdaftar sebagai Peserta Penuh

3.d.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Propinsi ASPEKINDO :

1.
DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh apabila telah memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :



-
belum melaksanakan MUSPROP dan belum ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO



-
belum memiliki minimal 100 BUJK dan SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau tayang 4 pada STI LPJK.

2.
DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau bagi DPP yang belum memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :



-
belum melaksanakan MUSPROP dan belum ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO



-
belum memiliki minimal 100 BUJK dan SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau tayang 4 pada STI LPJK.

PASAL 21

RAPAT TEKNIS NASIONAL 
1.
Rapat Teknis Nasional Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia adalah rapat tentang kajian dan pelaksanaan program tertentu yang bersifat khusus atau teknis ;
2.
Peserta Rapat Teknis Nasional terdiri dari :


2.a.
Dewan Pimpinan Nasional sebagai Peserta Penuh


2.b.
Dewan Pimpinan Propinsi :

1.
DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh apabila telah memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :



-
belum melaksanakan MUSPROP dan belum ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO



-
belum memiliki minimal 100 BUJK dan SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau tayang 4 pada STI LPJK.


2.
DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau bagi DPP yang belum memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :



-
belum melaksanakan MUSPROP dan belum ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO



-
belum memiliki minimal 100 BUJK dan SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau tayang 4 pada STI LPJK.

2.c.
Unit-unit Kegiatan tingkat Nasional dan Propinsi sebagai Peserta Peninjau

PASAL 22

MUSYAWARAH PROPINSI

1.
Status 

a.
Musyawarah Propinsi disingkat MUSPROP merupakan musyawarah antar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Nasional yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ;

b.
Musyawarah Propinsi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Propinsi ;

c.
Musyawarah Propinsi diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun ;
d.
Musyawarah Propinsi dapat diadakan penyimpangan dari pasal 14 ayat 1 bagian c di atas bila dalam keadaan luar biasa dengan melaksanakan Musyawarah Propinsi Luar Biasa dan ;

d.
Musyawarah Propinsi hanya dapat diadakan atas persetujuan 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Propinsi yang telah ada ;

e.
Musyawarah Propinsi Luar Biasa dalam pelaksanaannya sama dengan Musyawarah Propinsi.

2.
Kekuasaan dan Wewenang 


a.
Menilai dan menetapkan untuk menolak dan atau menerima Laporan Pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Nasional ;


b.
Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja serta peraturan dan kebijaksanaan organisasi lainnya ;


c.
Memilih dan Menetapkan Ketua Umum dan kelengkapan kepengurusan Dewan Pimpinan Propinsi, termasuk Dewan Pembina Propinsi dan Dewan Pertimbangan Propinsi untuk masa bakti berikutnya.

3.
Tata Tertib


a.
Peserta Musyawarah Propinsi  terdiri dari :



a.1.
Utusan DPN ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau


a.2.
DPN ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh.


a.3.
Utusan DPK ASPEKINDO terdiri dari :




-
DPK Peserta Penuh apabila telah memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :   



1.
telah melaksanakan MUSPROP dan telah ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai AD/ART ASPEKINDO




2.
telah memiliki minimal 20 BUJK yang SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK.

-
DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau bagi DPP yang belum memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :



-
belum melaksanakan MUSPROP dan belum ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO



-
belum memiliki minimal 100 BUJK dan SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau tayang 4 pada STI LPJK.

a.4.
BUJK terdaftar sebagai Peserta Peninjau.


b.
Peserta Penuh memiliki hak suara, yaitu hak bicara, hak memilih, dan hak  dipilih, serta hak bicara

c.
Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara dan hak dipilih.


d.
Dalam pengambilan keputusan, hak suara berlaku masing-masing 1 (satu) suara untuk 1 (satu) utusan DPP, 1 (satu) bagi setiap DPP yang telah memiliki legalitas dan legitimasi.


e.
Pimpinan Persidangan Musyawarah Propinsi berbentuk Pimpinan Sidang berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh peserta penuh, dengan ketentuan 1 (satu) dari Dewan Pimpinan Nasional, dan 4 (empat) orang dari peserta dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang.


f.
Dewan Pimpinan Nasional adalah sebagai penyelenggara dan Penanggung jawab pelaksanaan Musyawarah Propinsi.

g.
Musyawarah Propinsi dilengkapi beberapa orang Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Propinsi.

h.
Panitia Pengarah karena tugas dan fungsinya untuk merumuskan perlengkapan materi sidang baik sebelum  maupun sesudah diadakan Rapat Kerja Nasional, sehingga berhak memimpin sidang untuk sementara waktu, selama Pimpinan Sidang definitif belum terpilih ; 


i.
Musyawarah Propinsi hanya dapat dianggap sah bila di hadiri 2/3 Dewan Pimpinan Propinsi yang ada ;


j.
Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Propinsi disampaikan pada sidang Pleno Musyawarah Propinsi, maka kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dinyatakan demisioner.

PASAL 23 
MUSYAWARAH PROPINSI LUAR BIASA
1.
Status 

a.
Musyawarah Propinsi Luar Biasa disingkat MUSPROLUB merupakan musyawarah antar anggota sebagai pemegang tertinggi di tingkat Propinsi yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ;

b.
Musyawarah Propinsi Luar Biasa dapat diadakan penyimpangan dari pasal 15 ayat 1 bagian c di atas apabila kondisi organisasi dalam keadaan luar biasa ;

c.
Kekuasaan dan wewenang Musyawarah Propinsi Luar Biasa sama dengan kekuasaan dan wewenang Musyawarah Propinsi ;

d.
Musyawarah Propinsi Luar Biasa hanya diadakan atas permintaan dan persetujuan 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang ada ;

e.
Musyawarah Propinsi Luar Biasa dalam pelaksanaannya sama dengan Musyawarah Propinsi.

2.
Kekuasaan dan Wewenang


a.
Menilai dan menetapkan untuk menolak dan atau menerima Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Propinsi ;


b.
Apabila pertanggungjawaban tersebut pada ayat 2 bagian a tersebut diatas tidak dapat diterima oleh Musyawarah Propinsi Luar Biasa tersebut maka Dewan Pimpinan Propinsi yang bersangkutan dianggap telah gugur atau berakhir ;

c.
Akibat ayat 2 bagian c tersebut maka Musyawarah Propinsi Luar Biasa melakukan proses pemilihan dan penetapan Dewan Pimpinan Propinsi untuk masa bakti yang baru ;

d.
Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dana, dan Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja serta peraturan dan kebijaksanaan organisasi lainnya ;


e.
Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan kelengkapan kepengurusan Dewan Pimpinan Propinsi, termasuk Dewan Pembina Propinsi dan Dewan Pertimbangan Propinsi untuk masa bakti berikutnya.

3.
Tata Tertib


a.
Peserta Musyawarah Propinsi  terdiri dari :



a.1.
Utusan DPN ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau


a.2.
DPN ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh.


a.3.
Utusan DPK ASPEKINDO terdiri dari :




-
DPK Peserta Penuh apabila telah memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :   



1.
telah melaksanakan MUSKAB/KOT dan telah ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai AD/ART ASPEKINDO




2.
telah memiliki minimal 20 BUJK yang SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK.

-
DPP ASPEKINDO terdaftar seba                                                                                                                                                                                                                                gai Peserta Peninjau bagi DPP yang belum memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :



-
belum melaksanakan MUSPROP dan belum ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO



-
belum memiliki minimal 100 BUJK dan SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau tayang 4 pada STI LPJK.

a.4.
BU                                                                                                                                                                                                                                   JK terdaftar sebagai Peserta Peninjau.


b.
Peserta Penuh memiliki hak suara, yaitu hak bicara, hak memilih, dan hak  dipilih, serta hak bicara


c.
Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara dan hak dipilih.


d.
Dalam pengambilan keputusan, hak suara berlaku masing-masing 1 (satu) suara untuk 1 (satu) utusan DPP, 1 (satu) bagi setiap DPK yang telah memiliki legalitas dan legitimasi.


e.
Pimpinan Persidangan Musyawarah Propinsi Luar Biasa berbentuk Pimpinan Sidang berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh peserta penuh, dengan ketentuan 1 (satu) dari Dewan Pimpinan Propinsi, dan 4 (empat) orang dari peserta dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang.


f.
Dewan Pimpinan Propinsi adalah sebagai penyelenggara dan Penanggung jawab pelaksanaan Musyawarah Propinsi Luar Biasa.

g.
Musyawarah Propinsi dilengkapi beberapa orang Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Propinsi Luar Biasa.


h.
Panitia Pengarah karena tugas dan fungsinya untuk merumuskan perlengkapan materi sidang baik sebelum  maupun sesudah diadakan Musyawarah Propinsi Luar Biasa, sehingga berhak memimpin sidang untuk sementara waktu, selama Pimpinan Sidang definitif belum terpilih ; 


i.
Musyawarah Propinsi Luar Biasa hanya dapat dianggap sah bila di hadiri 2/3 Dewan Pimpinan Propinsi yang ada ;


j.
Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Propinsi disampaikan pada sidang Pleno Musyawarah Propinsi Luar Biasa, maka kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional dinyatakan demisioner.

PASAL 24

RAPAT KERJA PROPINSI
1.
Status


a.
Rapat Kerja Propinsi merupakan rapat antar anggota yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ;
b.
Rapat Kerja Propinsi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dalam penyusunan program kerja propinsi ;

c.
Rapat Kerja Propinsi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun ;

2.
Kekuasaan dan Wewenang


a.
Peserta Rapat Kerja Propinsi terdiri dari :



a.1.
Utusan DPN ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau


a.2.
DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh.


a.3.
Utusan DPK ASPEKINDO terdiri dari :




-
DPK Peserta Penuh apabila telah memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :   



1.
telah melaksanakan MUSKAB/KOT dan telah ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai AD/ART ASPEKINDO




2.
telah memiliki minimal 20 BUJK yang SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK.

-
DPK ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau bagi DPP yang belum memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :




1.
belum melaksanakan MUSPROP dan belum ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO



2.
belum memiliki minimal 100 BUJK dan SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau tayang 4 pada STI LPJK.

a.4.
BUJK terdaftar sebagai Peserta Peninjau.


b.
Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara ;

c.
Dalam pengambilan keputusan, hak suara berlaku masing-masing 1 (satu) suara untuk 1 (satu) utusan DPP, 1 (satu) bagi setiap DPK yang telah memiliki legalitas dan legitimasi.


d.
Pimpinan Persidangan Musyawarah Propinsi berbentuk Pimpinan Sidang berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh peserta penuh, dengan ketentuan 1 (satu) dari Dewan Pimpinan Nasional, dan 4 (empat) orang dari peserta dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang.


e.
Dewan Pimpinan Propinsi sebagai penyelenggara dan Penanggung jawab pelaksanaan Rapat Kerja Propinsi ;

f.
Rapat Kerja Propinsi dilengkapi beberapa orang Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Propinsi ;

g.
Panitia Pengarah karena tugas dan fungsinya untuk merumuskan perlengkapan materi sidang baik sebelum  maupun sesudah diadakan Rapat Kerja Propinsi, sehingga berhak memimpin sidang untuk sementara waktu, selama Pimpinan Sidang definitif belum terpilih ; 


h.
Rapat Kerja Propinsi hanya dapat dianggap sah bila di hadiri 2/3 Dewan Pimpinan Propinsi yang ada ;

PASAL 25

RAPAT PIMPINAN PROPINSI

1.
Status

a.
Rapat Pimpinan Propinsi merupakan rapat antar Dewan Pimpinan Propinsi ;

b.
Rapat Pimpinan Propinsi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dalam kebijakan organisasi dalam ruang lingkup nasional ;

c.
Rapat Pimpinan Propinsi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;

2.
Kekuasaan dan Wewenang

a.
Mendengarkan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijaksanaan yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Propinsi dan seluruh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ;

b.
Menginventarisasi permasalahan organisasi dalam ruang lingkup Propinsi dan menetapkan kebijaksanaan dalam penanggulangan dan penyelesaiannya.

3.
Tata Tertib


a.
Peserta Rapat Pimpinan Propinsi terdiri dari :



a.1.
Utusan DPN ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau


a.2.
DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh.


a.3.
Utusan DPK ASPEKINDO terdiri dari :




-
DPK terdaftar Peserta Penuh apabila telah memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :   



1.
telah melaksanakan MUSKAB/KOT dan telah ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai AD/ART ASPEKINDO




2.
telah memiliki minimal 20 BUJK yang SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK.

-
DPK ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau bagi DPP yang belum memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :




1.
belum melaksanakan MUSPROP dan belum ditetapkan dan dilantik oleh DPN ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO



2.
belum memiliki minimal 100 BUJK dan SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau tayang 4 pada STI LPJK.

a.4.
BUJK terdaftar sebagai Peserta Peninjau.


b.
Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara ;


c.
Dalam pengambilan keputusan, hak suara berlaku masing-masing 1 (satu) suara untuk 1 (satu) utusan DPP, 1 (satu) bagi setiap DPK yang telah memiliki legalitas dan legitimasi.


d.
Pimpinan Persidangan Rapat Pimpinan Propinsi dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Wakil-wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Propinsi setempat yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama dan seimbang dengan peserta rapat lainnya ;


e.
Dewan Pimpinan Propinsi sebagai penyelenggara dan Penanggung jawab pelaksanaan Rapat Pimpinan Propinsi ; 


f.
Rapat Kerja Propinsi hanya dapat dianggap sah bila di hadiri 2/3 Dewan Kabuopaten/Kota yang ada ;

PASAL 26

RAPAT PLENO DEWAN PIMPINAN PROPINSI

ASOSIASI PENGUSAHA KONSTRUKSI INDONESIA
1.
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Propinsi Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Diperluas adalah rapat lengkap Dewan Pimpinan Propinsi yang terdiri dari Pengurus Harian (unsur Ketua Umum, unsur Sekretaris Jenderal, dan unsur Bendahara Umum) dan Pengurus Pleno (Pengurus Departemen)

2.
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Propinsi Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia diselenggarakan untuk membahas rancangan, evaluasi, dan permasalahan kebijakan, program, dan keorganisasian ASPEKINDO di wilayah Propinsi.

3.
Peserta Rapat Pleno DPP ASPEKINDO adalah Pengurus lengkap yaitu Pengurus Harian dan Pengurus Pleno yang terdaftar sebagai Peserta  Penuh. Rapat Pleno DPP ASPEKINDO dapat dan atau bisa mengundang Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan tingkat Propinsi serta Unit-Unit Kegiatan tingkat Propinsi yang terdaftar sebagai Peserta Peninjau.
PASAL 27

RAPAT PLENO DEWAN PIMPINAN PROPINSI

ASOSIASI PENGUSAHA KONSTRUKSI INDONESIA DIPERLUAS
1.
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Propinsi Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Diperluas adalah rapat antara unsur Dewan Pimpinan Propinsi dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota untuk membahas permasalahan-permasalahan organisasi ;

2.
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Propinsi Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Diperluas diselenggarakan apabila terdapat permasalahan yang tidak mampu diselesaikan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Propinsi Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia dan atau apabila 2/3 jumlah DPK memerlukan klarifikasi tentang dugaan DPP melakukan pelanggaran AD/ART atau Kode Etik, dan atau peraturan organisasi lainnya ;

3.
Peserta Rapat Pleno Dewan Pimpinan Propinsi ASPEKINDO Diperluas adalah :

3.a.
Unsur Dewan Pembina tingkat Propinsi, masing –masing terdaftar sebagai Peserta Peninjau

3.b.
Unsur Dewan Pertimbangan tingkat Propinsi, masing-masing terdaftar sebagai Peserta Peninjau

3.c.
Dewan Pimpinan Propinsi, terdaftar sebagai Peserta Penuh

3.d.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ASPEKINDO :

1.
DPK ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh apabila telah memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :



a.
belum melaksanakan MUSKAB/KOT dan telah ditetapkan dan dilantik oleh DPP ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO



b.
telah memiliki minimal 100 BUJK dan SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau tayang 4 pada STI LPJK.

2.
DPK ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau bagi DPP yang belum memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :



a.
belum melaksanakan MUSKAB/KOT dan belum ditetapkan dan dilantik oleh DPP ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO



b.
belum memiliki minimal 20 BUJK dan SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau tayang 4 pada STI LPJK.

PASAL 28
RAPAT TEKNIS PROPINSI

1.
Rapat Teknis Dewan Pimpinan Propinsi Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia adalah rapat tentang kajian dan pelaksanaan program tertentu yang bersifat khusus atau teknis ;

2.
Peserta Rapat Teknis Propinsi terdiri dari :


2.a.
Dewan Pimpinan Propinsi, sebagai Peserta Penuh


2.b.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ASPEKINDO :

1.
DPK ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh apabila telah memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :



a.
telah melaksanakan MUSKAB/KOT dan belum ditetapkan dan dilantik oleh DPP ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO



b.
telah memiliki minimal 20 BUJK dan SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau tayang 4 pada STI LPJK.


2.
DPK ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau bagi DPP yang belum memiliki Legalitas dan Legitimasi, yaitu :



a.
belum melaksanakan MUSKAB/KOT dan belum ditetapkan dan dilantik oleh DPP ASPEKINDO dan berjalan pada masa bakti sesuai dengan AD/ART ASPEKINDO



b.
belum memiliki minimal 100 BUJK dan SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau tayang 4 pada STI LPJK.

2.c.
Unit-unit Kegiatan tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Peserta Peninjau

PASAL 29

MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA

1.
Status

a.
Musyawarah Kabupaten/Kota disingkat MUSKAB/MUSKOT merupakan musyawarah antar anggota sebagai pemegang  kekuasaan tertinggi ditingkat Kabupaten/Kota ;

b.
Musyawarah Kabupaten/Kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Kabupaten/Kota ;

c.
Musyawarah Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun ;

d.
Musyawarah Kabupaten/Kota dapat diadakan penyimpangan dari pasal 21 ayat 1 bagian c diatas bila dalam keadaan luar biasa dengan melaksanakan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dan ;

e.
Musyawarah Kabupaten/Kota  hanya dapat diadakan atas persetujuan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir ;

f.
Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dalam pelaksanaannya sama dengan Musyawarah Kabupaten/Kota.

2.
Kekuasaan dan Wewenang 


a.
Menilai dan menetapkan untuk menolak dan atau menerima Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota 


b.
Menyempurnakan dan menetapkan Program Kerja serta kebijakan organisasi lainnya ditingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;


c.
Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan kelengkapan kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, termasuk Dewan Pembina Kabupaten/Kota  dan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota.
3.
Tata Tertib


a.
Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota  terdiri dari :

a.1.
Utusan DPP ASPEKINDO terdaftar  sebagai Peserta Peninjau.

a.2.
DPK ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh.

a.3.
Utusan BUJK ASPEKINDO terdiri dari :



-
BUJK yang SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK terdaftar sebagai Peserta Penuh.  



-
BUJK yang SBU nya belum terbit dan masih berlaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK terdaftar sebagai Peserta Peninjau.  


b.
Peserta Penuh memiliki hak suara, yaitu hak dipilih, dan hak  untuk memilih serta hak bicara ;

c.
Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara dan hak dipilih.


d.
Dalam pengambilan keputusan, hak suara berlaku masing-masing 1 (satu) suara untuk 1 (satu) utusan DPK, 1 (satu) suara bagi setiap BUJK yang SBU nya telah terbit dan masih berlaku (telah tayang 4 dalam STI LPJK).

e.
Pimpinan Persidangan Musyawarah Kabupaten/Kota berbentuk Pimpinan Sidang berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari anggota yang hadir.


f.
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara dan Penanggung jawab pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota.


g.
Panitia Pengarah karena tugas dan fungsinya untuk merumuskan perlengkapan materi sidang baik sebelum maupun sesudah diadakan Musyawarah Kabupaten/Kota, sehingga berhak memimpin sidang untuk sementara waktu, selama Pimpinan Sidang belum definitif belum terpilih ;


h.
Musyawarah Kabupaten/Kota hanya dapat dianggap sah bila di hadiri 2/3 anggota yang ada ;


i.
Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota disampaikan pada Sidang Pleno Musyawarah Kabupaten/Kota, maka kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dinyatakan demisioner.

PASAL 30
MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA LUAR BIASA

1.
Status

a.
Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa disingkat MUSKABLUB / MUSKOTLUB  merupakan musyawarah antar anggota sebagai pemegang  kekuasaan tertinggi ditingkat Kabupaten/Kota diwakili oleh anggota ;

b.
Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Kabupaten/Kota ;

c.
Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dapat diadakan penyimpangan dari pasal 22 ayat 1 bagian c diatas bila dalam keadaan luar biasa dengan melaksanakan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dan ;

d.
Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa hanya dapat diadakan atas persetujuan 2/3 dari jumlah anggota di Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;

e.
Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dalam pelaksanaannya sama dengan Musyawarah Kabupaten/Kota.

2.
Kekuasaan dan Wewenang 


a.
Menilai dan menetapkan untuk menolak dan atau menerima Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota 


b.
Apabila pertanggungjawaban tersebut pada ayat 2 bagian a tersebut diatas tidak dapat diterima oleh Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa tersebut maka Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dianggap telah gugur atau berakhir.

c.
Akibat ayat 2 bagian b tersebut maka Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa melakukan proses pemilihan dan penetapan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota untuk masa bakti yang baru ;


d.
Menyempurnakan dan menetapkan Program Kerja serta kebijakan organisasi lainnya ditingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;


e.
Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan kelengkapan kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, termasuk Dewan Pembina Kabupaten/Kota  dan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota masa bakti berikutnya.

3.
Tata Tertib


a.
Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa  terdiri dari :

a.1.
Utusan DPP ASPEKINDO terdaftar  sebagai Peserta Peninjau.

a.2.
DPK ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh.

a.3.
Utusan BUJK ASPEKINDO terdiri dari :



-
BUJK yang SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK terdaftar sebagai Peserta Penuh.  



-
BUJK yang SBU nya belum terbit dan masih berlaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK terdaftar sebagai Peserta Peninjau.  


b.
Peserta Penuh memiliki hak suara, yaitu hak dipilih, dan hak  memilih serta hak bicara ;


c.
Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara dan hak dipilih.


d.
Dalam pengambilan keputusan, hak suara berlaku masing-masing 1 (satu) suara untuk 1 (satu) utusan DPK, 1 (satu) suara bagi setiap BUJK yang SBU nya telah terbit dan masih berlaku (telah tayang 4 dalam STI LPJK).


e.
Pimpinan Persidangan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa berbentuk Pimpinan Sidang berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari anggota yang hadir.


f.
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara dan Penanggung jawab pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa.


g.
Panitia Pengarah karena tugas dan fungsinya untuk merumuskan perlengkapan materi sidang baik sebelum maupun sesudah diadakan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa, sehingga berhak memimpin sidang untuk sementara waktu, selama Pimpinan Sidang belum definitif belum terpilih ;


h.
Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa hanya dapat dianggap sah bila di hadiri 2/3 anggota yang terdaftar di Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;


j.
Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota disampaikan pada Sidang Pleno Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa, maka kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dinyatakan demisioner.

PASAL 31

RAPAT KERJA KABUPATEN/KOTA
1.
Status

a.
Rapat Kerja Kabupaten/Kota merupakan rapat antar anggota ASPEKINDO;

b.
Rapat Kerja Kabupaten/Kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dalam penyusunan program kerja Kabupaten/Kota ;

c.
Rapat Kerja Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun ;

2.
Kekuasaan dan Wewenang

a.
Mendengarkan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ;

b.
Menyempurnakan dan menetapkan Program Kabupaten/Kota, serta peraturan dan kebijaksanaan organisasi lainnya.

3.
Tata Tertib

a.
Peserta Rapat Kerja Kabupaten/Kota terdiri dari :

a.1.
Utusan DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau 

a.2.
DPK ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh.



a.3.
Utusan BUJK ASPEKINDO terdiri dari :



-
BUJK yang SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK terdaftar sebagai Peserta Penuh.


-
BUJK yang SBU nya belum terbit dan masih berlaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK terdaftar sebagai Peserta Peninjau.


b.
Peserta Peninjau  hanya memiliki hak bicara ;


c.
Dalam pengambilan keputusan, hak suara berlaku masing-masing 1 (satu) suara untuk 1 (satu) utusan DPK, 1 (satu) bagi setiap BUJK yang SBU nya telah terbit dan masih berlaku (telah tayang 4 dalam STI LPJK).

d.
Pimpinan Persidangan Rapat Kerja Kabupaten/Kota berbentuk Pimpinan Sidang berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh peserta penuh dengan ketentuan 1 (satu) orang dari Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan 4 (empat) orang dari peserta penuh, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang ;

f.
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara dan Penanggung jawab.
PASAL 32 
RAPAT PIMPINAN KABUPATEN/KOTA
1.
Status

a.
Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota merupakan rapat antar Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ;

b.
Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dalam kebijakan organisasi dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota ;

c.
Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;

2.
Kekuasaan dan Wewenang

a.
Mendengarkan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijaksanaan yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota ;


b.
Menginventarisasi permasalahan organisasi dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota dan menetapkan kebijaksanaan dalam penanggulangan dan penyelesaiannya.

3.
Tata Tertib


a.
Peserta Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri dari Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sebagai peserta penuh dan utusan Dewan Pimpinan Propinsi sebagai Peserta Peninjau ;

b.
Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara ;


c.
Dalam pengambilan keputusan, hak suara berlaku masing-masing 1 (satu) suara untuk 1 (satu) orang peserta penuh ;

d.
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pelakasanaan Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota ;


e.
Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota hanya dapat dianggap sah bila dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

PASAL 33

RAPAT PLENO DEWAN PIMPINAN KABUPATEN/KOTA

ASOSIASI PENGUSAHA KONSTRUKSI INDONESIA
1.
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Diperluas adalah rapat lengkap Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pengurus Harian (unsur Ketua Umum, unsur Sekretaris Jenderal, dan unsur Bendahara Umum) dan Pengurus Pleno (Pengurus Departemen)

2.
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia diselenggarakan untuk membahas rancangan, evaluasi, dan permasalahan kebijakan, program, dan keorganisasian ASPEKINDO di wilayah Kabupaten/Kota.

3.
Peserta Rapat Pleno DPK ASPEKINDO adalah Pengurus lengkap yaitu Pengurus Harian dan Pengurus Pleno yang terdaftar sebagai Peserta  Penuh. Rapat Pleno DPK ASPEKINDO dapat dan atau bisa mengundang Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan tingkat Kabupaten/Kota  serta Unit-Unit Kegiatan tingkat Kabupaten/Kota  yang terdaftar sebagai Peserta Peninjau.

PASAL 34

RAPAT PLENO DEWAN PIMPINAN KABUPATEN/KOTA
ASOSIASI PENGUSAHA KONSTRUKSI INDONESIA DIPERLUAS
1.
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Diperluas adalah rapat antara unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dengan anggota untuk membahas permasalahan-permasalahan organisasi ;

2.
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Diperluas diselenggarakan apabila 2/3 jumlah Anggota ASPEKINDO dilingkup Kabupaten/Kota yang bersangkutan memerlukan klarifikasi tentang dugaan DPK melakukan pelanggaran AD/ART atau Kode Etik, dan atau peraturan organisasi lainnya ;

3.
Peserta Rapat Pleno DPK ASPEKINDO Diperluas terdiri dari :

3.a.
Dewan Pembina tingkat Kabupaten/Kota, terdaftar sebagai Peserta Peninjau

3.b.
Dewan Pertimbangan tingkat Kabupaten/Kota, terdaftar sebagai Peserta Peninjau

3.c.
Utusan DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau.
3.d.
DPK ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh 

3.e.
Utusan BUJK ASPEKINDO terdiri dari :
-
BUJK yang SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK terdaftar sebagai Peserta Penuh.

-
BUJK yang SBU nya belum terbit dan masih berlaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK terdaftar sebagai Peserta Penuh.

PASAL 35

RAPAT TEKNIS KABUPATEN/KOTA

ASOSIASI PENGUSAHA KONSTRUKSI INDONESIA 
1.
Rapat Teknis Kabupaten/Kota Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia adalah rapat tentang sosialisasi dan pelaksanaan program ; 

2.
Peserta Rapat Pleno DPK ASPEKINDO Diperluas terdiri dari :

2.a.
Utusan DPP ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Peninjau 

2.b.
DPK ASPEKINDO terdaftar sebagai Peserta Penuh.



2.c.
Utusan BUJK ASPEKINDO terdiri dari :



-
BUJK yang SBU nya telah terbit dan masih berlaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK terdaftar sebagai Peserta Penuh.



-
BUJK yang SBU nya belum terbit dan masih berlaku atau telah tayang 4 pada STI LPJK terdaftar sebagai Peserta Peninjau.

BAB III
STRUKTUR PIMPINAN ASPEKINDO

PASAL 36

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

1.
Status 

a.
Dewan Pimpinan Nasional adalah struktur kepemimpinan tertinggi di dalam ruang lingkup nasional sebagai penyelenggaraan roda kehidupan organisasi di tingkat nasional ;

b.
Masa jabatan Dewan Pimpinan Nasional adalah 4 (empat) tahun ;

c.
Dewan Pimpinan Nasional sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pelaksanaan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Nasional Khusus, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional Diperluas, Rapat Teknis Nasional ;

2.
Struktur dan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Nasional 


a.
Dewan Pimpinan Nasional sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum ;


b.
Unsur Dewan Pimpinan Nasional adalah terdiri dari Ketua Umum dibantu Wakil-wakil Ketua Umum yang sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang, Sekretaris Jenderal dibantu Wakil-wakil Sekretaris Jenderal yang sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang, Bendahara Umum dibantu  Wakil –wakil Bendahara Umum yang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dan beberapa Departemen yang minimal terdiri dari :


-
Departemen Organisasi dan Pembinaan Daerah



-
Departemen Sertifikasi dan Pelatihan



-
Departemen Teknologi Konstruksi



-
Departemen Hukum dan Hubungan Masyarakat


c.
Masing-masing Departemen terdiri 1 (satu) orang Ketua dan beberapa Wakil Ketua Departemen ;


d.
Dewan Pimpinan Nasional dilengkapi Dewan Pembina Tingkat Nasional dan Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional yang memiliki keterkaitan dan perhatian dibidang usaha jasa konstruksi ;


e.
Dewan Pembina Tingkat Nasional tugasnya diminta atau tidak diminta membantu memberi arahan dan akses komunikasi eksternal kepada Dewan Pimpinan Nasional yang susunan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan para anggota ;


f.
Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional tugasnya diminta atau tidak diminta membantu  memberi saran, pertimbangan, gagasan, nasehat –nasehat serta informasi-informasi penting lainnya yang susunannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan para anggota ;
PASAL 37

DEWAN PIMPINAN PROPINSI

1.
Status 

a.
Dewan Pimpinan Propinsi adalah struktur kepemimpinan tertinggi di dalam ruang lingkup propinsi sebagai penyelenggaraan roda kehidupan organisasi di tingkat propinsi;

b.
Masa jabatan Dewan Pimpinan Propinsi adalah 4 (empat) tahun ;

c.
Dewan Pimpinan Propinsi sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pelaksanaan Musyawarah Propinsi, Musyawarah Propinsi Luar Biasa, , Rapat Kerja Propinsi, Rapat Pimpinan Propinsi, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Propinsi Diperluas, Rapat Teknis Propinsi;

2.
Struktur dan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Propinsi


a.
Dewan Pimpinan Propinsi sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum ;


b.
Unsur Dewan Pimpinan Propinsi adalah terdiri dari Ketua Umum dibantu Wakil-wakil Ketua Umum yang sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang, Sekretaris Umum dibantu Wakil-wakil Sekretaris Umum yang sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang, Bendahara Umum dibantu  Wakil –wakil Bendahara Umum yang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dan beberapa Biro yang minimal terdiri dari :



-
Biro Organisasi dan Pembinaan Daerah



-
Biro Sertifikasi dan Pelatihan



-
Biro Teknologi Konstruksi



-
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


c.
Masing-masing Biro terdiri 1 (satu) orang Ketua dan beberapa Wakil Ketua Biro ;


d.
Dewan Pimpinan Propinsi dilengkapi Dewan Pembina Tingkat Propinsi dan Dewan Pertimbangan Tingkat Propinsi yang terdiri dari tokoh-tokoh Propinsi yang memiliki keterkaitan dan perhatian dibidang usaha jasa konstruksi ;


e.
Dewan Pembina Tingkat Propinsi tugasnya diminta atau tidak diminta membantu memberi arahan dan akses komunikasi eksternal Dewan Pimpinan Propinsi.


f.
Dewan Pertimbangan Tingkat Propinsi tugasnya diminta atau tidak diminta membantu  memberi saran, pertimbangan, gagasan, nasehat –nasehat serta informasi-informasi penting lainnya yang susunannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan para anggota ;

PASAL 38

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN/KOTA

1.
Status 

a.
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota adalah struktur kepemimpinan tertinggi di dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota sebagai penyelenggaraan roda kehidupan organisasi di tingkat Kabupaten/Kota ;

b.
Masa jabatan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota adalah 4 (empat) tahun ;

c.
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota, Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa, Rapat Kerja Kabupaten/Kota, Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Diperluas, Rapat Teknis Kabupaten/Kota ;

2.
Struktur dan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota 

a.
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum ;


b.
Unsur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota adalah terdiri dari Ketua Umum dibantu Wakil-wakil Ketua Umum yang sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang, Sekretaris Umum dibantu Wakil-wakil Sekretaris Umum yang sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang, Bendahara Umum dibantu  Wakil –wakil Bendahara Umum yang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dan beberapa Bidang yang minimal terdiri dari :



-
Bidang Organisasi dan Pembinaan Daerah



-
Bidang Sertifikasi dan Pelatihan



-
Bidang Teknologi Konstruksi



-
Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat


c.
Masing-masing Bidang terdiri 1 (satu) orang Ketua dan beberapa Wakil Ketua Bidang ;


d.
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dilengkapi Dewan Pembina Tingkat Kabupaten/Kota dan Dewan Pertimbangan Tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari tokoh-tokoh Kabupaten/Kota yang memiliki keterkaitan dan perhatian dibidang usaha jasa konstruksi ;


e.
Dewan Pembina Tingkat Kabupaten/Kota tugasnya diminta atau tidak diminta membantu memberi arahan dan akses komunikasi eksternal Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang susunannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota.


f.
Dewan Pertimbangan Tingkat Kabupaten/Kota tugasnya diminta atau tidak diminta membantu  memberi saran, pertimbangan, gagasan, nasehat –nasehat serta informasi-informasi penting lainnya yang susunannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan para anggota ;

PASAL 39

KETUA UMUM

1.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional adalah penanggung jawab tertinggi dan pelaksana tertinggi pengendalian kehidupan organisasi secara nasional serta tanggung jawab kepada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

2.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Propinsi adalah penanggung jawab tertinggi dan pelaksana tertinggi pengendalian kehidupan organisasi ditingkat Propinsi secara bertanggung jawab kepada Musyawarah Propinsi atau  Musyawarah Nasional Luar Biasa.
3.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota adalah penanggung jawab tertinggi dan pelaksana tertinggi pengendalian kehidupan organisasi ditingkat Kabupaten/Kota secara bertanggung jawab kepada Musyawarah Kabupaten/Kota atau Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa.

BAB IV

PROSES PEMILIHAN DEWAN PIMPINAN

PASAL 40

PERSYARATAN MENJADI DEWAN PIMPINAN 

Persyaratan untuk dapat menjadi Unsur Dewan Pimpinan adalah :

1.
Pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) ASPEKINDO yang ada dalam akte sudah terdaftar 2 tahun dan mempunyai SBU dan atau pernah menjadi pengurus ;
2.
Tidak sedang dalam rangkap jabatan di organisasi sejenis di semua yang memiliki persamaan bidang dan subbidang pekerjaan konstruksi ;

3.
Tidak masih dalam posisi sebagai unsur Dewan Pimpinan di semua tingkatan organisasi ASPEKINDO.

4.
Maksud ayat 3 tersebut diatas berlaku pada saat proses pemilihan dan penetapan Dewan Pimpinan pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Propinsi, Musyawarah Propinsi Luar Biasa, Musyawarah Kabupaten/Kota, Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa ;

5.
Khusus untuk Ketua Umum harus :


a.
Sudah pernah menjadi pengurus diseluruh tingkatan organisasi atau Dewan Pembina dan atau Dewan Pertimbangan di semua tingkatan kepengurusan dan ;


b.
Mempunyai kejelasan yang baik tentang loyalitas dan dedikasi kepada organisasi ;

c.
Tidak pernah cacat moral, hukum, dan Konstitusi ;


d.
Domisili Ketua Umum harus pada ibu kota tempat Dewan Pimpinan yang bersangkutan dan atau bersedia bertempat tinggal didomisili Dewan Pimpinan tersebut.


e.
Untuk jabatan Ketua Umum adalah pimpinan perusahaan yang mempunyai KTA dan SBU, telah terdaftar keanggotaannya 3 tahun dan pernah menjadi pengurus minimal 1 (satu) masa bakti.


f.
Seseorang dapat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan hanya maksimum 3 (tiga) kali masa bakti Dewan Pimpinan disetiap tingkatan organisasi ASPEKINDO.

PASAL 41

TATA CARA PEMILIHAN FORMATUR/ANGGOTA FORMATUR

Tata cara pemilihan Formatur dan Anggota Formatur dalam semua tingkatan organisasi ASPEKINDO diatur sebagai berikut :

1.
Pemilihan Ketua Formatur yang secara otomatis menjadi Ketua Umum / Ketua dilakukan dengan cara aklamasi atau musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak tercapai dilakukan dengan cara voting tertutup ;

2.
Pemilihan Anggota Formatur dilakukan dengan cara aklamasi atau musyawarah untuk mufakat dan bila tidak tercapai, dilakukan dengan cara voting tertutup untuk memilih 4 (empat) orang Anggota Formatur.
PASAL 42
TEKNIS PROSES PEMILIHAN DEWAN PIMPINAN

1.
Proses pemilihan Dewan Pimpinan lebih lanjut diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Tingkat Organisasi yang bersangkutan.

2.
Proses pemilihan formatur lebih lanjut diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Tingkat Organisasi yang bersangkutan.
3.
Proses pemilihan dimaksud pada butir 1 dan 2 tersebut tidak bertentangan dengan AD-ART.

BAB V

ATRIBUT

PASAL 43
ATRIBUT
Atribut ASPEKINDO berupa lambang, mars, hymne, bendera, dan atribut lainnya yang merupakan keciriannya, diuraikan dalam bentuk Pedoman Atribut ASPEKINDO.

BAB VI

KEUANGAN DAN HARTA BENDA

PASAL 44
KEUANGAN
1.
Sumber-sumber keuangan organisasi, berupa uang pangkal, uang iuran dan uang administrasi keanggotaan, ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Nasional dengan mempertimbangkan keadaan daerah-daerah kepengurusan ;

2.
Tata cara pembayaran, jumlah dan pengolahan keuangan organisasi ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Nasional yang selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Pedoman Kebendaharaan.

3.
Keuangan organisasi dan organisasi –organisasi keuangan lainnya, dimanfaatkan semata-mata untuk urusan organisasi dan dapat dipertanggungjawabkan ;
4.
Sistem Administrasi Keuangan Dewan Pimpinan dengan Badan dan atau Lembaga yang ada pada tingkat Organisasi yang bersangkutan adalah terpisah ;

5.
Penandatanganan surat –surat berharga pada Dewan Pimpinan terkait dengan keuangan harus ditandatangani oleh Ketua Umum bersama Bendahara dan atau bersama Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum ;

6.
Penandatangan surat-surat berharga pada Badan dan atau Lembaga terkait dengan keuangan harus ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan dan Ketua Badan dan atau Lembaga ;
PASAL 45

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN KEUANGAN 

Pertanggungjawaban keuangan disetiap tingkatan organisasi diatur sebagai berikut :

1.
Pada tingkatan Dewan Pimpinan Nasional, pertanggungjawaban dan laporan keuangan setiap 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun dan diaudit oleh akuntan publik dan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Propinsi.

2.
Pada tingkatan Dewan Pimpinan Propinsi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan setiap 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun dan diaudit oleh akuntan publik dan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota.

3.
Pada tingkatan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, pertanggungjawaban dan laporan keuangan setiap 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun dan diaudit oleh akuntan publik dan disampaikan kepada Anggota ASPEKINDO.

4.
Apabila Dewan Pimpinan Nasional tidak melakukan kewajibannya tentang pertanggungjawaban keuangan seperti diatur dalam ayat (1) pasal ini maka Dewan Pimpinan Propinsi berhak menuntut Dewan Pimpinan Nasional untuk melaksanakan Rapat Pleno DPN ASPEKINDO Diperluas.
5.
Apabila Dewan Pimpinan Propinsi tidak melakukan kewajibannya tentang pertanggungjawaban dan laporan keuangan seperti diatur dalam ayat (1) pasal ini maka Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berhak Dewan Pimpinan Propinsi untuk melaksanakan Rapat Pleno DPP ASPEKINDO Diperluas.
6.
Apabila Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota tidak melakukan kewajibannya tentang pertanggungjawaban dan laporan keuangan seperti diatur dalam ayat (1) pasal ini maka Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berhak Dewan Pimpinan Propinsi untuk melaksanakan Rapat Pleno DPP ASPEKINDO Diperluas.

PASAL 46

PERIMBANGAN KEUANGAN DEWAN PIMPINAN DENGAN 

BADAN SERTA LEMBAGA OTONOM ASPEKINDO

1.
Perimbangan Keuangan antara Dewan Pimpinan dan Badan atau Lembaga pada setiap pemasukan dari Badan atau Lembaga ditetapkan dalam sebuah formula yang disepakati bersama setelah diperhitungkannya biaya operasional Badan dan Lembaga, sehingga Badan atau Lembaga memiliki dana untuk pengembangan program dan SDM.

2.
Yang  mengeluarkan biaya operasional adalah Badan atau Lembaga ASPEKINDO tersebut diatas.

3.
Hal-hal  yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 tersebut diatas hanya berlaku bagi pemasukan dana dari Badan atau Lembaga tersebut diatas.
PASAL 47

HARTA BENDA

1.
Mekanisme sumber pendapatan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Nasional dengan mempertimbangkan keadaan daerah-daerah kepengurusan.
2.
Tata cara pendapatan, pemanfaatan dan pertanggung jawabannya ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Nasional yang selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Pedoman Kebendaraan ;
3.
Harta benda organisasi dan sumber-sumber keuangan lainnya, dimanfaatkan semata-mata untuk urusan organisasi dan dapat dipertanggungjawabkan ;

PASAL 48

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan perubahannya melalui keputusan Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Luar Biasa dan atau Musyawarah Nasional Khusus yang disepakati oleh 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Propinsi yang telah ada, dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah peserta penuh musyawarah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 49
ATURAN PERALIHAN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam bentuk pedoman-pedoman organisasi, dan atau kebijaksanaan organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

PASAL 50

BERLAKUNYA ANGGARAN RUMAH TANGGA

1.
Anggaran Rumah Tangga ini pertama kali disahkan melalui Rapat Pendirian ASPEKINDO di kota Makassar pada tanggal 07 Februari 2000, dan selanjutnya di lakukan penyempurnaan dan ditetapkan sebagaimana mestinya dalam Musyawarah Nasional I ASPEKINDO di Kota Makassar pada tanggal 25 Mei 2001, penyempurnaan yang ditetapkan pada MUNASLUB ASPEKINDO 2002 pada tanggal 1 November 2002 di Jakarta, penyempurnaan yang ditetapkan oleh MUNASLUB ASPEKINDO 2004 pada tanggal 25 September 2004, dan telah dikoreksi pada MUNASLUB ASPEKINDO 2005 pada tanggal 11 Maret 2005, di hotel Acacia Jakarta, serta telah disempurnakan kemudian pada MUNAS ASPEKINDO tahun 2009 pada tanggal 4-5 Maret 2009 di Batam

2.
Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

3.
Anggaran Rumah Tangga yang baru ini tidak berlaku surut.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal  : 5 Maret 2009   

SAPTA ETIKA ASPEKINDO
1.
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki semangat Nasionalisme dan Patriotisme serta memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi.

2.
Senantiasa menghormati, mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, selalu berupaya untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela dan perbuatan-perbuatan melawan hukum.
3.
Selalu berupaya membina serta mengembangkan nilai etika dan tanggung jawab profesi, senantiasa bersikap jujur, adil, dan bijaksana. Didalam berusaha tidak hanya mengejar keuntungan semata-mata, melainkan ikut meningkatkan efisiensi dan produktifitas nasional.

4.
Senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam upaya mewujudkan pengusaha yang tangguh dan mandiri.

5.
Selalu menjaga dan meningkatkan serta mengembangkan solidaritas dan kesetiakawanan sesama anggota dan rekan seprofesi.

6.
Bersikap proaktif dan menciptakan peluang-luang usaha serta senantiasa mewujudkan tatanan  perekonomian nasional dalam suasana dan iklim yang kondusif, sehat, dinamis, dan demokratis.

7.
Senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat, kodrat, denyut dan nama baik organisasi serta tidak menyalahgunakan kedudukan dan wewenang ataupun kepercayaan yang diberikan kepadanya.

BAB I

SIKAP DASAR ANGGOTA ASPEKINDO

PASAL 1
1.
Setiap anggota ASPEKINDO bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat dan patuh kepada UUD 1945 serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.
Setiap anggota ASPEKINDO wajib menunjukkan sikap dan perbuatan yang mencerminkan jiwa nasionalisme, patriotisme terhadap kepentingan bangsa dan negara sendiri serta menjunjung tinggi harkat dan martabat, kodrat, denyut profesi dalam kehidupan sehari-hari.

3.
Sikap anggota ASPEKINDO diwajibkan taat dan patuh serta menghormati hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela ataupun tindakan yang melanggar norma-norma hukum.
4.
Setiap anggota ASPEKINDO diwajibkan melapor kepada organisasi, bilamana ditemukan adanya upaya indikasi penyimpangan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

HUBUNGAN DENGAN RELASI DAN PEMBERI KERJA

PASAL 2
1.
Setiap anggota ASPEKINDO wajib menghormati dan menjaga kepercayaan dengan relasi ataupun pengguna jasa.

2.
Setiap anggota ASPEKINDO wajib memenuhi dan melaksanakan pekerjaan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya, sesuai dengan kesepakatan/kontrak ataupun perjanjian yang telah disepakati bersama.

3.
Setiap anggota ASPEKINDO yang melakukan pelanggaran atau ingkar janji (wanprestasi) terhadap suatu order pekerjaan yang diberikan kepadanya, yang dapat menimbulkan kerugian negara ataupun pihak lain, baik dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan oleh pihak berwenang, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota.

4.
Setiap anggota ASPEKINDO wajib memberikan pelayanan dan kualitas terbaik dalam setiap order pekerjaan dan menjaga kepercayaan yang diberikan pihak lain kepadanya. Dalam setiap kesempatan, anggota ASPEKINDO wajib untuk lebih berupaya memajukan dan mencintai produksi nasional, setidak-tidaknya dengan kualitas yang sama atau lebih tidak dari yang diinginkan.

BAB III
HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA
PASAL 3
1.
Setiap anggota ASPEKINDO wajib untuk selalu menjaga dan meningkatkan rasa solidaritas, kesetiakawanan, dan saling menghargai antar sesama anggota. Setiap anggota dituntut untuk menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Setiap anggota yang terbukti melakukan provokasi yang bisa menimbulkan perpecahan ataupun keretakan sesama anggota baik di luar maupun di dalam organisasi ASPEKINDO, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota.
2.
Dalam melaksanakan kegiatan usaha, setiap anggota ASPEKINDO harus senantiasa menciptakan iklim berusaha dan persaingan secara sehat. Kompetisi dalam berusaha hendaklah didasarkan kepada rasa tanggung jawab dan kebersamaan diantara sesama anggota ASPEKINDO.

3.
Bilamana berbicara atau membicarakan hal sesama teman dan atau berhadapan satu sama lain, hendaklah tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau yang dapat menyakit hati seseorang baik dengan lisan ataupun dengan tulisan.

PASAL IV

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI

PASAL 4
1.
Setiap anggota ASPEKINDO wajib menjaga nama baik organisasi dimanapun dan dalam kesempatan apapun juga, baik di dalam maupun di luar kegiatan organisasi. Keanggotaan setiap anggota ASPEKINDO dapat dicabut apabila yang bersangkutan terbukti, baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan suatu sikap, tindakan ataupun ucapan yang menunjukkan ataupun mengakibatkan pelecehan terhadap organisasi. Pencabutan Kartu Tanda Anggota dapat dilaksanakan dengan ataupun tanpa didahului peringatan sebelumnya.
2.
Setiap anggota ASPEKINDO harus bertanggungjawab sehubungan dengan tanda keanggotaannya beserta penggunaannya. Apabila terjadi penyalahgunaan fungsi dan akibat dari penggunaan Kartu Tanda Anggota, maka hal itu sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab anggota yang bersangkutan.
3.
Setiap anggota ASPEKINDO wajib menghormati dan mematuhi semua keputusan-keputusan ataupun aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik secara organisasi ataupun secara bersama-sama diantara sesama anggota dengan memperhatikan azas musyawarah mufakat atau suara terbanyak.

BAB V

PELAKSANAAN KODE ETIK ASPEKINDO

PASAL 5
1.
Pengawas atas pelaksana Kode Etik ASPEKINDO, dilakukan oleh Badan Kehormatan dengan susunan dan keanggotaan yang diatur sendiri, dengan kewenangan hak memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran kode etik, berdasarkan Hukum Acara Peradilan Badan Kehormatan.

2.
Badan Kehormatan berada pada setiap tingkatan Dewan Pimpinan ASPEKINDO, dimana Badan Kehormatan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan ASPEKINDO pada tingkatannya.

3.
Badan  kehormatan tidak bersifat sebagai lembaga operasional, melainkan berfungsi sebagai suatu badan yang berwenang penuh untuk memeriksa dan mengadili perkara –perkara pelanggaran Kode Etik ASPEKINDO.
4.
Badan kehormatan terdiri dari 3 orang dari unsur Dewan Pertimbangan, dan 2 orang dari unsur Dewan Pimpinan.

BAB VI

TENTANG BADAN KEHORMATAN

Bagian Pertama

KETENTUAN UMUM

PASAL 6
1.
Badan Kehormatan ASPEKINDO, berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengadilan kode etik yang dilakukan oleh anggota ASPEKINDO, baik di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota.

2.
Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan secara bersama oleh anggota –anggota dari organisasi yang sama atau secara bersama oleh anggota-anggota dari organisasi yang berbeda atau secara bersama oleh anggota organisasi dan non organisasi profesi bukan anggota ASPEKINDO, terhadap masing-masing pelanggaran kode etik diadukan, diperiksa dan diadili oleh Badan Kehormatan dari masing-masing organisasi profesi sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini.
3.
Badan kehormatan dibentuk di tingkat Nasional, tingkat Propinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota.

4.
Badan kehormatan Propinsi berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik pada peradilan kode etik tingkat pertama terhadap anggota ASPEKINDO di Kabupaten/Kota, Propinsi dan Badan Kehormatan Nasional dalam tingkat banding atau putusan akhir.

5.
Persidangan oleh Badan Kehormatan tersebut dipimpin Majelis Badan Kehormatan yang terdiri dari seorang Ketua Majelis dan dua orang anggota Majelis.
Bagian Kedua
TATA CARA PENGADUAN
PASAL 7

1.
Pengaduan terhadap anggota yang dianggap melanggar Kode Etik ASPEKINDO, harus diadukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya, di daerah kepada Badan Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi dan kepada Badan Kehormatan ASPEKINDO Nasional.

2.
Bilamana disuatu tempat tidak ada organisasi profesi ASPEKINDO, tidak ada/belum dibentuk organisasi tingkat daerahnya, pengaduan disampaikan kepada Badan Kehormatan ASEPKINDO Propinsi/Nasional.

3.
Bilamana pengaduan disampaikan dan dialamatkan kepada Dewan Pimpinan Propinsi, Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur pasal 5 ayat 2 maka Dewan Pimpinan tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota ASPEKINDO untuk mempertimbangkan dan diselesaikan.

4.
Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Nasional atau Badan Kehormatan Nasional, maka Dewan Pimpinan Nasional atau Kehormatan Nasional wajib meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi melalui Dewan Pimpinan Propinsi ASPEKINDO. Bila di daerah yang belum ada Dewan Pimpinan Propinsi, Kabupaten/Kota ASPEKINDO, maka Dewan Pimpinan Nasional melimpahkannya ke Dewan Pimpinan Propinsi/Kabupaten/Kota terdekat.
5.
Materi pengaduan hanyalah yang mengenai pelanggaran Kode Etik ASPEKINDO.
6.
Pengaduan dapat diajukan oleh pihak –pihak yang merasa dirugikan, yakni :
a.
Teman sejawat/anggota ASPEKINDO

b.
Pejabat/Penguasa Instansi Penguna Jasa

c.
Anggota Masyarakat

d.
Dewan Pimpinan Nasional

e.
Dewan Pimpinan Propinsi/Kabupaten/Kota

7.
Bilamana Badan Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi belum terbentuk, tugas dan tanggung jawab dilakukan oleh Badan Kehormatan ASPEKINDO di tingkat yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga
TATA CARA PEMERIKSAAN

OLEH BADAN KEHORMATAN DAERAH

PASAL 8
1.
Badan Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi mencatat surat-surat pengaduan yang diterimanya dalam buku register yang khusus disediakan untuk itu dan setelah diterimanya pengaduan tertulis yang disertai dengan surat-surat bukti dan kesaksian-kesaksian yang dianggap perlu, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender, tindasan/fotocopy surat pengaduan tersebut sudah disampaikan dengan surat kilat khusus/tercatat melalui Kantor Pos atau secara langsung kepada yang diadukan dengan tanda terima sebagai buktinya.
2.
Surat pemberitahuan dengan lampiran Surat Pengaduan tersebut secara patut disampaikan kepada yang diadukan dengan diberitahukan supaya jawaban disampaikan secara tertulis kepada Badan Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender tersebut terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
3.
Jawaban tertulis pihak yang diadukan disampaikan kepada Badan Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi dilengkapi dengan surat-surat bukti dan kesaksian-kesaksian yang dianggap perlu.

4.
Jika dalam batas waktu 14 (empat belas) kalender tersebut, pihak yang diadukan tidak memberikan jawaban tertulis, disampaikan pemberitahuan ulang kedua kalinya dengan peringatan supaya jawaban secara tertulis disampaikan dalam 14 (empat belas) hari, sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan kedua kalinya dan jika dalam batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka akan bersangkutan dianggap telah melepaskan hak jawab.
5.
Dalam hal pihak yang diadukan tidak disampaikan jawaban tertulis atau telah dianggap melepaskan hak jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 4 (pasal) ini, maka Badan Kehormatan/Kota, Propinsi berwenang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak yang diadukan dengan putusan Verstek.

6.
Dengan telah diterimanya atau dengan tidak diterimanya jawaban tertulis dari yang diadukan sesuai dengan batas tenggang waktu yang ditentukan dalam ayat 2, dan ayat 4 pasal ini, Badan Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi segera menentukan dan menetapkan hari dan tanggal sidangnya selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender dan menyampaikan surat pemberitahuan panggilan untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut, masing-masing kepada pengadu dan kepada yang diadukan dengan ketentuan bahwa surat-surat panggilan tersebut harus diterima oleh yang berkepentingan paling sedikit 3 (tiga) hari sebelumnya hari/tanggal sidang.

7.
Pengadu dan pihak yang diadukan secara pribadi harus datang hadir sendiri di persidangan dan jika dikehendaki masing-masing pihak boleh didampingi oleh penasehatnya, tetapi tidak dapat diwakili atau dikuasakan kepada orang lain.
8.
Pada sidang pertama kalinya, kedua belah pihak pengadu dan yang diadukan tidak hadir, sidang tidak dapat dilanjutkan dan ditunda pada sidang berikutnya paling lama 14 (empat belas) hari kalender, terkecuali ketentuan diatur dalam ayat 5 pasal ini. Bilamana setelah dipanggil dengan patut pengadu pada sidang pertama tidak hadir dan sidang kedua juga tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka pengaduan dari pengadu harus dinyatakan gugur atau menjadi gugur dan tidak dapat diajukan kembali. Bilamana setelah dipanggil dengan patut yang diadukan pada sidang pertama tidak hadir dan  pada sidang kedua juga tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Badan Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi berkewenangan melanjutkan sidangnya dan menjatuhkan putusan tanpa dihadiri yang diadukan.

9.
Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, pengadu dan yang diadukan. Badan  Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi wajib mengusahakan tercapainya perdamaian antara pengadu dan yang diadukan, maka dalam sidang itu dengan persetujuan yang diadukan, maka dalam sidang itu dengan persetujuan yang diadukan, pengaduan mencabut kembali serta membatalkan pengaduannya atau dengan dibuat dan ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak akta perdamaian secara tuntas yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dijadikan keputuan  Badan  Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi.
10.
Dimuka sidang, kepada pengadu diminta untuk mengemukakan alasan-alasan pengaduannya dan kepada yang diadukan diminta untuk mengemukakan hak pembelaan dirinya, yang diatur dan dilakukan secara bergiliran. Sedangkan surat-surat bukti dan keterangan kesaksian saksi-saksi dari pengaduan dan dari yang diadukan akan diperiksa oleh Badan  Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi.

Bagian Keempat

SIDANG-SIDANG BADAN KEHORMATAN DAERAH

PASAL 9
1.
Badan  Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi bersidang dengan Sidang Majelis, yang terdiri dari 3 (tiga) orang majelis dan sidang dipimpin oleh seorang Ketua Majelis sidang Badan  Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi. Majelis Sidang Badan  Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi diketuai dan dipimpin oleh salah seorang anggota Majelis yang disepakati atau oleh Ketua Badan  Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi.

2.
Setiap kali persidangan, Majelis Badan  Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi diwajibkan membuat  berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani setidak-tidaknya oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara.

3.
Putusan dari Majelis Badan  Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi ditandantangani oleh Ketua Majelis, kecuali mereka yang berhalangan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

4.
Putusan seperti dimaksud pada bagian terakhir  dari ayat 3 pasal ini adalah tetap sah.

5.
Majelis Badan  Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi mengambil putusan dengan suara terbanyak dalam sidang tertutup dan putusannya diucapkan dalam sidang tertutup dan putusannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak –pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal, dan waktu sidang tersebut kepada pengadu dan kepada yang diadukan.
6.
Putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan tentang dasar dari pertimbangannya dan dengan menyebutkan atau menunjuk pada asal atau pasal-pasal ketentuan Kode Etik ASPEKINDO yang dilanggar.

7.
Setelah memeriksa dan mempertimbangkan Pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Badan  Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi dapat mengambil putusan :


a.
Menyatakan pengaduan dari pengaduan tidak dapat diterima ;


b.
Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadilinya serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 sanksi hukumannya ;


c.
Menolaj pengaduan dari pengadu.

Bagian Kelima

SANKSI-SANKSI

PASAL 10
1.
Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik ini dapat dikenakan hukuman berupa :

a.
Teguran ;

b.
Peringatan ;

c.
Peringatan Keras ;

d.
Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu ;

e.
Pemecatan dari keanggotaan ASPEKINDO

2.
Dengan pertimbangan atas berat ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi dengan hukumannya :


-
Berupa teguran atau berupa peringatan bilamana sifat pelanggarannya tidak berat ;


-
Berupa teguran keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi perbuatan melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang telah diberikan ;


-
Berupa pemberhentian sementara waktu tertentu atau pemecatan dari keanggotaan bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.


-
Anggota ASPEKINDO  yang melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulai dan terhormat, dapat dikenakan sanksi dengan hukuman pemecatan dari keanggotaan ASPEKINDO.

-
Sanksi putusan dengan hukuman pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan dengan hukuman pemecatan, dalam putusannya dinyatakan bahwa yang bersangkutan dilarang dan tidak boleh menjalankan praktek profesi.
Bagian Keenam
TENTANG PUTUSAN

PASAL 11

1.
Setiap putusan Majelis Badan  Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Majelis Badan Kehormatan
 Nasional diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

2.
Dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah putusan diucapkan di muka sidang salinan putusan disampaikan kepada :


a.
Anggota/orang yang diadukan ;


b.
Pihak Pengadu  ;


c.
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, Propinsi setempat ;


d.
Badan Kehormatan ASPEKINDO Nasional ;


e.
Dewan Pimpinan Nasional ASPEKINDO ;


f.
Lembaga/Instansi Pemerintah yang dianggap perlu ;

3.
Apabila pihak –pihak yang bersangkutan (pengadu dan yang diadukan) tidak puas dengan putusan Majelis Badan  Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Badan Kehormatan ASPEKINDO Nasional melalui Badan  Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi setempat.

4.
Putusan Majelis Badan  Kehormatan Kabupaten Nasional merupakan putusan tingkat banding bersifat final atau putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dan pasti.

Bagian Ketujuh

PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING

PASAL 12
1.
Permohonan banding dan memori banding diajukan dan disampaikan oleh yang bersangkutan melalui Badan  Kehormatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari Kalender sejak tanggal diterimanya salinan putusan tersebut oleh yang bersangkutan.

2.
Pengajuan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan putusan Badan  Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi.
3.
Pengajuan permohonan  banding yang tanpa dilengkapi dengan penyerahan memori bandingnya  dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam ayat 1, pasal ini dinyatakan menjadi batal demi hukum (neitig).
4.
Semua ketentuan acara pemeriksaan yang berlaku untuk Badan  Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi pada acara pemerikasaan tingkat pertama sebagaimana ditentukan pada pasal 8 mutahis-mutahis tata cara yang sama diberlakukan untuk pemeriksaan pada tingkat banding/ Badan Kehormatan Nasional.

5.
Pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan oleh  Badan  Kehormatan Nasional dengan 3 (tiga) orang Majelis dan satu diantaranya menjadi Ketua.
6.
Majelis Badan Kehormatan Nasional berkuasa menguatkan, merubah, dan membatalkan Putusan Majelis Badan Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya dan dengan memberikan Putusannya sendiri.

7.
Putusan Majelis Badan Kehormatan Nasional mempunyai kekuatan hukum tetap sejak putusan ini diucapkan dimuka sidang dan dapat dijalankan seperti itu juga, tidak dilakukan upaya perubahan/pembatalan oleh Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pimpinan Propinsi, Rapat Pimpinan Nasioanal/Musyawarah Nasional ASPEKINDO sekalipun.

8.
Dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah putusan diucapkan dimuka sidang, salinan putusan harus disampaikan kepada :

a.
Pemohon banding

b.
Termohon banding

c.
Badan Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi yang bersangkutan ;


(Untuk diketahui dan dilaksanakan)

d.
Dewan Pimpinan Propinsi yang bersangkutan



(Untuk diketahui dan dilaksanakan)

e.
Dewan Pimpinan Nasional ASPEKINDO

(sebagai laporan untuk diketahui)


f.
Lambaga/Instansi Pemerintah yang dianggap perlu ;

(untuk diketahui)

9.
Segala biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan tingkat pertama dan ditingkat banding dapat ditentukan dibebankan kepada :

a.
Yang mengadukan atau pengadu;

b.
Yang diadukan ;

c.
Dewan Kehormatan Kabupaten/Kota, Propinsi ditingkat daerah ;

d.
Dewan Pimpinan Nasional di tingkat Nasional ;

Bagian Kedelapan
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

PASAL 13
Kode Etik dan ketentuan tentang Badan Kehormatan ASPEKINDO ini adalah Peraturan Kode Etik bagi anggota ASPEKINDO sebagai satu –satunya peraturan kode etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 14
1.
Kode Etik tentang Ketentuan Badan Kehormatan ASPEKINDO ini sebagai ketentuan peraturan kode etik profesi satu-satunya yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia.

2.
Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang masih diperiksa dan belum di putus atau sudah diputus tetapi putusan belum berkekuatan hukum tetap diselesaikan perkaranya dan digunakan ketentuan peraturan kode etik yang dianggap paling menguntungkan bagi pihak yang diadukan.
BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 15

Badan Kehormatan ASPEKINDO Nasional adalah merupakan badan organisasi profesi tertinggi yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan dijalankannya serta dipatuhinya ketentuan peraturan kode etik profesi dan dilaksanakannya putusan  -putusan Badan  Kehormatan Pusat dan di Kabupaten/Kota, Propinsi.

Kode Etik dan Ketentuan tentang Badan Kehormatan ASPEKINDO ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 5 Maret 2009
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